[bookmark: _Toc200961160]BAB I 
PENDAHULUAN

1.1. [bookmark: _Toc200961161] Latar Belakang
 	Akuntansi merupakan alat komunikasi yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti para investor, pemerintah, kreditur serta masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai keuangan suatu organisasi atau entitas. Sedangkan akuntabilitas merupakan suatu bentuk dari pertanggungjawaban dari suatu entitas terhadap tanggungjawab yang diperoleh, khususnya dalam mengelola keuangan suatu entitas atau organisasi yang biasanya digunakan oleh pengguna informasi keuangan entitas yang berasal dari eksternal entitas tersebut. Akuntabilitas juga merupakan hal yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan dari tujuan dan pencapaian cita-cita entitas atau organisasi tertentu.
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Pentingnya pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan memiliki landasan dalam Al-Qur’an, tepatnya di surah Al Baqarah 282 yang isinya mengenai perintah untuk melaksanakan proses pencatatan yang mencamtumkan penerimaan, pengelolaan, serta penyaluran dana infaq, sedekah yang selanjutnya dipertanggung jawabkan oleh LAZ DPU Kaltim. Yulia (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah prinsip bahwa para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yanng dapat dipercaya. Selain itu, akuntabilitas juga mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara
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mempertanggungjawabkannya. Mahmudi (2016) menyatakan bahswa Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah atau agen untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.  Akuntabilitas atau tanggung jawab sosial tidak hanya dibatasi dalam pengaturan spiritual, namun juga pertanggungajawaban dirumuskan menjadi sarana yang fungsional bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah (Kalbarini, 2018).
Laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan program zakat, infak, shadaqah  yang akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sehingga realisasi dana yang terhimpun sesuai dengan potensi zakat (Rizka, 2021). Ada beberapa faktor yang menyebabkan hasil himpunan zakat di Indonesia kecil yaitu disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman dan sosialisasi, rendahnya kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat, keterbukaan yang masih kurang oleh pihak BAZ atau LAZ, dan juga budaya sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung lebih suka memberikan zakatnya secara langsung tanpa melalui lembaga formal seperti LAZ.


Dalam survei yang pernah dilakukan Public Interest Research and Advocacy Centre (PIRAC), hasilnya menunjukkan bahwa salah satu yang menjadi penyebab terjadinya penurunan penyaluran zakat oleh Muzakki kepada organisasi pengelola zakat yaitu tingkat kepercayaan masyarakat menurun kepada pengelola zakat, baik LAZ atau BAZNAS. Begitu pun hasil survei nasional yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hasilnya tidak jauh berbeda yaitu 97% masyarakat menginginkan LAZ atau BAZNAS bekerja secara akuntabel dan transparan, 90% meminta adanya kemudahan akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola, 90% menuntut publikasi laporan keuangan organisasi pengelola zakat di media massa. Kemudian, 75% masyarakat tidak ingin menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat yang kurang diketahui akuntabilitasnya. Bahkan, 63% masyarakat ingin mengetahui kemana dana zakat diserahkan. Hasil survei tersebut membuktikan bahwa salah satu faktor penting yang menyebablan rendahnya optimalisasi zakat di Indonesia yaitu kepercayaan  (trust) masyarakat terhadap kualitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat yang masih rendah. Ini artinya, hal tersebut menjadi pembelajaran bagi organisasi Organisasi Pengelola Zakat agar dapat berusaha secara maksimal untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat saat ini.
Berbicara tentang akuntabilitas, dalam akuntansi syariah terdapat sebuah konsep yang mendasari akuntabilitas yaitu Shariah Enterprise Theory (SET). Teori ini memberikan pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan wajib mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan sesuai etika syariah. Hal ini sejalan dengan premis yang menyatakan bahwa Manusia adalah khalifatullah fil ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis tersebut mendorong Shari’ah Enterprise Theory untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam (Gustani, 2021). 
[bookmark: _Hlk110694100]Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah dalam perspektif shari’ah enterprise theory perlu dilakukan karena akuntansi syariah yang terwujud dalam sebuah laporan tidak hanya bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan perusahaan (stockholder) tetapi juga bentuk akuntabilitas  kepada stakeholders dan Tuhan sebagai pemilik utama dari seluruh sumber daya di dunia ini. Maka dari itu, konsep akuntansi syariah bertujuan untuk dapat memberikan dasar dalam pembuatan laporan yang berdasarkan pada kepentingan stockholders. Dengan artian lain, dalam pelaporan dana ZIS praktiknya dibentuk berasaskan nilai-nilai islam.
Beberapa faktor yang menyebabkan hasil penghimpunan zakat di Indonesia terlihat sangat kecil yaitu disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman dan sosialisasi, rendahnya kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat, keterbukaan yang masih kurang oleh pihak BAZ atau LAZ, dan juga budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan dengan cenderung lebih suka membayar zakatnya secara langsung tanpa melalui lembaga formal yaitu BAZ ataupun LAZ.
Dari survei yang pernah dilakukan Public Interest Research and Advocacy Centre (PIRAC), hasilnya menunjukkan bahwa salah satu yang menjadi penyebab terjadinya penurunan penyaluran zakat oleh Muzakki kepada organisasi pengelola zakat yaitu tingkat kepercayaan masyarakat menurun kepada pengelola zakat, baik BAZNAS ataupun LAZ. Begitu pun hasil survei nasional yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hasilnya tidak jauh berbeda yaitu 97% masyarakat menginginkan BAZNAS dan LAZ bekerja secara akuntabel dan transparan, 90% meminta adanya kemudahan akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola, 90% menuntut pempublikasian laporan keuangan organisasi pengelola zakat di media massa. Kemudian, 75% masyarakat tidak ingin menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat yang kurang diketahui akuntabilitasnya. Bahkan, 63% masyarakat ingin mengetahui ke mana dana zakat diserahkan. Hasil survei tersebut membuktikan bahwa salah satu faktor penting yang menyebabkan rendahnya optimalisasi zakat di Indonesia yaitu kepercayaan (trust) masyarakat terhadap kualitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat yang masih rendah. Tentu hal tersebut menjadi pembelajaran bagi Organisasi Pengelola Zakat agar dapat melakukan usaha yang maksimal untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat saat ini.
Penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah oleh LAZ DPU Kaltim pada tahun 2023 dan 2024 telah mencapai target, informasi terkait penerimaan dan pendistribusian zakat pada media informasi LAZ DPU Kaltim belum diperbaharui yang mana seharusnya laporan tentang penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah menjadi tanggung jawab LAZ DPU Kaltim untuk menyampaikan secara berkala kepada publik. Hal-hal seperti laporan keuangan, laporan penerimaan, dan laporan pendistribusian dana ZIS, daftar mustahik, dan lain-lain perlu disampaikan kepada public secara berkala sebagai bagian dari pertanggungjawaban.
Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat khususnya muzakki membutuhkan kepercayaan atas pengelolaan zakat, infaq, shadaqah oleh LAZ DPU Kaltim menjadi pembelajaran dalam mempertahankan kredibilitasnya. Dalam hal ini, akuntabilitas memiliki peran penting untuk mewujudkan hal tersebut. Pengelola Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) harus dapat memberikan akuntabilitas publik atas pengelolaan ZIS tersebut sehingga terbentuknya kepercayaan masyarakat. LAZ DPU Kaltim harus membuktikan dengan kejujuran pengelolaan, transparansi dan profesionalitasnya untuk memperlihatkan kinerja yang baik agar muzzaki percaya dan tidak khawatir untuk menyalurkan dana ZIS nya.
Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang akuntanbilitas dalam perspektif Shari’ah Enterprise Theory (SET) yaitu penelitian Novarela & Sari (2015); Kalbrini (2018); Putri (2020). Penelitian yang dilakukan oìleìh Noìvareìla & Sari (2015) meìnganalisis teìntang Peìlapoìran Coìrpoìrateì Soìcial Reìspoìnsibility (CSR) pada Peìrbankan Syariah. Dari seìpuluh Bank Umum Syariah yang ada oìbjeìk peìneìlitiannya meìnunjukkan hasil rata-rata sudah meìneìrapkan CSR beìrdasarkan SEìT pada iteìm akuntanbilitas veìrtical (teìrhadap Allah) dan akuntanbilitas hoìrizoìntal (teìrhadap nasabah,karyawan dan koìmunitas). Peìneìlitian yang dilakukan Kalbrini (2018) meìneìliti teìntang impleìmeìntasi keìuangan akuntabilitas pada Leìmbaga Bisnis Syariah yaitu Swalayan Pameìlla Yoìgyakarta. Dalam peìneìlitiannya meìnggambarkan bahwa swalayan teìrseìbut teìlah meìngimpleìmeìntasikan akuntanbilitasnya beìrdasarkan tujuan hidup di dunia seìbagai rahmatan lil alamin yaitu seìtiap muslim harus meìmbeìrikan manfaat teìrhadap seìsameì seìbagai makhluk Allah. Lalu ada peìneìlitian Putri (2020) yang juga meìnganalisis teìntang akuntabilitas pada usaha bisnis yaitu Rumah Jahit Akhwat di Makassar, yang mana hasilnya meìnunjukkan bahwa koìnseìp SEìT teìlah diteìrapkan seìpeìnuhnya oìleìh Rumah Jahit Akhwat.
Peìrbeìdaan peìneìlitian yang akan dilakukan ini deìngan peìneìlitian-peìneìlitian seìbeìlumnya yaitu pada oìbjeìk yang beìrbeìda. Peìneìlitian imi meìnggunakan koìnteìks soìsial keìagamaan yang di keìloìla oìleìh LAZ DPU Kaltim Seìbagaimana yang dikeìtahui LAZ beìrfoìkus pada lingkup soìsial keìagamaan, yang mana beìrbeìda deìngan peìrbankan dan leìmbaga/usaha bisnis,
Pada dasarnya pihak peìmeìgang Amanah beìrkeìwajiban dalam meìngeìloìla sumbeìr daya, meìlapoìrkan, dan meìngungkapkan seìgala aktivitas dan keìgiatan yang meìnjadi tanggung jawab keìpada pihak peìmbeìri Amanah. LAZ DPU Kaltim meìrupakan oìrganisasi yang beìrpeìran dalam soìsial keìagamaan seìhingga dalam peìngeìloìlaan dana seìpeìrti infaq dan seìdeìkah tanggung jawab LAZ DPU Kaltim tidak hanya seìkeìdar keìpada manusia namun juga keìpada Tuhan. Hal ini seìarah deìngan koìnseìp Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry yang meìngatakan bahwa peìrtanggungjawaban dan akuntabilitas meìliputi akuntabilitas keìpada Tuhan, akuntabilitas keìpada manusia, dan akuntanbilitas keìpada alam. 
Maka dari itu, hal teìrseìbut yang meìndasari peìneìliti teìrtarik meìlakukan peìneìlitian   ini deìngan meìngangkat judul “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Perspektif Shari’ah Enterprise Theory Pada LAZ DPU Kaltim”
1.2. [bookmark: _Toc200961162] Rumusan Masalah
 Beìrdasarkan latar beìlakang diatas, peìneìliti meìmbagi rumusan masalah  
seìbagai beìrikut: 
[bookmark: _Hlk201221080]1. Bagaimana praktik akuntabilitas peìngeìloìlaan dana yang dilakukan LAZ DPU Kaltim pada peìrspeìktif Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry dalam akuntabilitas veìrtikal (peìrtanggungjawaban keìpada Allah)
2. Bagaimana praktik akuntabilitas peìngeìloìlaan dana yang dilakukan LAZ DPU Kaltim pada peìrspeìktif Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry dalam akuntabilitas hoìrizoìntal (peìrtanggungjawaban keìpada manusia)
[bookmark: _Hlk201221390]3. Bagaimana praktik akuntabilitas peìngeìloìlaan dana yang dilakukan LAZ DPU Kaltim pada peìrspeìktif Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry dalam akuntabilitas hoìrizoìntal (peìrtanggungjawaban keìpada alam)

1.3. [bookmark: _Toc200961163] Tujuan Penelitian
[bookmark: _Hlk201221296]1. Untuk meìmahami teìntang akuntabilitas peìngeìloìlaan dana pada LAZ DPU Kaltim dalam peìrspeìstif Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry dalam akuntabilitas veìrtikal (peìrtanggungjawaban keìpada Allah)
[bookmark: _Hlk201221377]2. Untuk meìmahami teìntang akuntabilitas peìngeìloìlaan dana pada LAZ DPU Kaltim dalam peìrspeìstif Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry dalam akuntabilitas hoìrizoìntal (peìrtanggungjawaban keìpada manusia)
3. Untuk meìmahami teìntang akuntabilitas peìngeìloìlaan dana pada LAZ DPU Kaltim dalam peìrspeìstif Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry dalam akuntabilitas hoìrizoìntal (peìrtanggungjawaban keìpada alam)
1.4. [bookmark: _Toc200961164] Manfaat Penelitian
Peìneìlitian ini diharapkan dapat meìncapai tujuan dan meìmbeìrikan manfaat seìrtainfoìrmasi bagi pihak-pihak yang meìmbutuhkan dan beìrkeìpeìntingan. Adapun manfaat dalam peìneìlitian yaitu
1. Manfaat Teìoìritis
Deìngan peìneìlitian ini diharapkan dapat meìnjadi acuan teìoìritis bagi peìneìliti lain yang ingin meìlakukan peìneìlitian seìjeìnis dimasa meìndatang.
2. Manfaat Praktis

Deìngan peìneìlitian ini diharapkan meìnjadi peìrtimbangan bagi pihak Leìmbaga Amil Zakat dalam meìlaksanakan praktik akuntanbilitas yang beìrdasarkan Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry, agar dapat meìlatih dan meìningkatkan peìngeìloìla yang proìfeìssioìnal dan akuntabeìl.
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[bookmark: _Toc200961165]BAB II 
KAJIAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc200961166]2.1. Landasan Teori
[bookmark: _Toc200961167]2.1.1. 	Akuntabilitas dalam Islam
[bookmark: _Hlk199718210]Koìnseìp meìngeìnai peìrtanggungjawaban teìlah diteìtapkan oìleìh sunnatullah yang sangat diteìkankan dalam Islam, bukan saja meìngikuti standar moìral seìcara umum atau undang-undang neìgara seìcara keìseìluruhan. Akuntabilitas atau tanggung jawab soìsial tidak hanya dibatasi dalam peìngaturan spiritual, namun juga peìrtanggungajawaban dirumuskan meìnjadi sarana yang fungsioìnal beìrtujuan untuk meìncapai keìridhaan Allah (Kalbarini, 2018). Seìpeìrti yang digambarkan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282 Allah beìrfirman:
“Wahai oìrang-oìrang yang beìriman! Apabila kamu meìlakukan utang piutang (beìrtransaksi) untuk waktu yang diteìntukan, heìndaklah kamu meìnuliskannya (meìncatat dan meìmbukukannya). Dan heìndaklah seìoìrang peìnulis di antara kamu meìnuliskannya deìngan beìnar. Janganlah peìnulis meìnoìlak untuk meìnuliskannya seìbagaimana Allah teìlah meìngajarkannya keìpadanya, maka heìndaklah dia meìnuliskannya. Dan heìndaklah oìrang yang beìrutang itu meìndikteìkan, dan heìndaklah ia beìrtakwa keìpada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia meìngurangi seìdikitpun daripadanya….” (Al-Qur’an surah Al-Baqarah : 282)

Ayat teìrseìbut beìrisi meìngeìnai peìrintah untuk meìlakukan proìseìs peìncatatan yang beìnar atas seìtiap transaksi. Dan dilanjutkan oìleìh QS Al Baqarah ayat 254 yang beìrbunyi:


“Wahai oìrang-oìrang yang beìriman, infakkanlah seìbagian dari reìzeìki yang teìlah Kami anugeìrahkan keìpadamu seìbeìlum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beìli padanya (hari itu), tidak ada juga peìrsahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Oìrang-oìrang kafir itulah oìrang-oìrang zalim.” (QS Al Baqarah ayat 254)
Ayat ini meìnjeìlaskan bahwa keìwajiban meìnyampaikan amanah keìpada yang beìrhak meìneìrimanya, artinya manusia meìmiliki keìwajiban untuk meìmpeìrtanggungjawabkan seìgala seìsuatu yang teìlah meìnjadi amanahnya.
Koìnseìp akuntabilitas meìmiliki tiga dimeìnsi, yaitu  hubungan manusia deìngan Allah (Hablumminaallah) seìbagai khalifah Allah, hubungan manusia deìngan manusia (hablumminannaas) dalam meìnjalankan mu’amalah , dan hubungan manusia deìngan alam (hablum fil ardh) dalam meìmanfaatkan seìrta meìmeìlihara alam. Dalam hal ini Allah seìbagai peìmbeìri amanah meìrupakan pusat teìrtinggi, dan manusia meìmpeìrtanggungjawabkan apa yang teìlah dilakukan keìpada manusia lainnya maupun alam. Dalam peìngeìloìlaan bumi, ini seìmuanya peìrlu dipeìrtanggungjawabkan seìsuai deìngan aturan Tuhan. 
Beìbeìrapa dalam peìrspeìktif islam teìrdapat beìbeìrapa indikatoìr peìlaksanaan akuntabilitas, yaitu seìbagai beìrikut :
Seìgala aktivitas harus meìmpeìrhatikan dan meìngutamakan keìseìjahteìraan umat seìbagai peìrwujudan Amanah yang dibeìrikan Allah keìpada manusia seìbagai khalifah (Wakil Allah), Aktivitas oìrganisasi dilaksanakan deìngan adil, Aktivitas oìrganisasi tidak meìrusak lingkungan seìkitar.
Dari beìbeìrapa peìnjeìlasan ditas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam islam  beìrarti meìmpeìrtanggungjawabkan seìgala aktivitas yang dilakukan oìleìh manusia seìbagai pihak peìmeìgang amanah keìpada Tuhan. Hal ini dikareìnakan Tuhan seìbagai peìmbeìri amanah. Oìleìh kareìna itu, manusia yang meìnjalankan amanah diharapkan bisa beìrtanggungjawab atas amanah yang teìlah dibeìrikan.  
[bookmark: _Toc200961168][bookmark: _Hlk197604559]2.1.2.  Shari'ah Enterprise Theory (SET)
Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry (SEìT) meìrupakan teìoìri yang meìndasari akuntansi syariah (Gustani, 2021). Dalam Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry, aksioìma teìrpeìnting yang harus meìndasari dalam seìtiap peìneìtapan koìnseìpnya adalah Allah seìbagai peìncipta dan peìmilik tunggal dari seìluruh sumbeìr daya yang ada di dunia ini.  Seìdangkan sumbeìr daya yang dimiliki oìleìh para stakeìhoìldeìrs pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya meìleìkap seìbuah tanggung jawab untuk meìnggunakannya deìngan cara dan tujuan yang diteìtapkan oìleìh Sang peìmbeìri amanah.
Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry dikeìmbangkan beìrdasarkan meìtafoìra zakat. Koìnseìp zakat beìroìrieìntasi pada peìleìstarian alam, stakeìhoìldeìrs,  dan Tuhan (Triyuwoìnoì, 2015). Maksud dari Oìrieìntasi zakat adalah bahwa oìrganisasi peìngeìloìla zakat akan beìrusaha untuk meìncapai reìalisasi zakat. Hal teìrseìbut beìrarti meìnjadi toìlak ukur kineìrja mateìri dan spiritual. Akuntansi syariah meìmpunyai keìpeìdulian untuk meìndistribusikan keìseìjahteìraan keìpada stakeìhoìldeìrs dan alam. Seìdangkan oìrieìntasi keìpada Tuhan seìcara teìrsirat teìrlihat pada peìnggunaan nilai-nilai syariah dalam oìpeìrasioìnalisasi. Oìrieìntasi zakat teìrseìbut yang akhirnya meìndoìroìng munculnya gagasan dalam meìneìntukan koìnseìp teìoìritis akuntansi syariah.
Seìbeìlum adanya koìnseìp Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry (SEìT), koìnseìp teìoìritis yang dianggap seìsuai yaitu Eìnteìrpriseì Theìoìry. Teìtapi nyatanya teìoìri teìrseìbut dirasa masih beìrsifat kapitalis dikareìnakan hanya beìrfoìkus pada laba dan stakeìhoìldeìrs saja, tidak seìjalan seìpeìnuhnya  deìngan koìnseìp syariah. Seìhingga Eìnteìrpriseì Theìoìry akhirnya dikeìmbangkan meìnjadi Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry yang meìmiliki dasar nilai amanah, keìadilan, keìbeìnaran, dan tanggung jawab. (Triyuwoìnoì, 2015).
Dalam koìnseìp Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry, yang meìnjadi pihak teìrtinggi adalah Tuhan. Deìngan meìneìtapkan Tuhan seìbagai pihak teìrtinggi maka seìgala aturan dan hukum-hukum Tuhan harus meìnjadi landasan dalam koìnstruksi akuntansi syari’ah. Pihak pada tingkatan keìdua yaitu stakeìhoìldeìr, yang maksudnya adalah manusia. Keìmudian pada tingkatan teìrakhir dari koìnseìp Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry yaitu lingkungan atau alam (Triyuwoìnoì, 2015).
Beìrdasarkan peìnjeìlasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry meìnjeìlaskan teìntang keìpeìmilikan mutlak yang dimiliki oìleìh Tuhan yang keìmudian dari seìgala keìpeìmilikan-Nya manusia yang dibeìri amanah dalam meìngeìloìla dan meìnjalankan. Akan teìtapi peìrtanggungjawabannya ditujukan keìpada Tuhan, seìsama manusia, dan juga lingungan alam atas seìgala hasil yang dipeìroìleìh.


[bookmark: _Toc200961169]2.1.3. 	Akuntabilitas dalam perspektif shari’ah enterprise theory
                 Triyuwoìnoì (2015) meìnyatakan bahwa pada prinsipnya Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry meìmbeìrikan beìntuk peìrtanggungjawaban utamanya keìpada Allah seìbagai akuntabilitas veìrtikal. Allah adalah peìmilik tunggal dan mutlak. Sumbeìr daya yang dimiliki manusia atau stakeìhoìldeìr meìrupakan amanah dari Allah yang meìleìkat deìngan tanggungjawab untuk meìmanfaatkannya seìsuai cara dan tujuan yang diiteìtapkan Allah Sang Peìmbeìri Amanah. Deìngan meìneìmpatkan Allah seìbagai prinsip yang teìrtinggi, maka akan meìmbangkitkan keìsadaran keìtuhanan pada seìmua praktik akuntansi syariahnya (Heìrmawan & Rini, 2018). Keìmudian beìntuk peìrtanggungjawaban seìlanjutnya yaitu keìpada stakeìhoìldeìrs (umat manusia) dan lingkungan alam seìbagai akuntabiltas hoìrizoìntal. Stakeìhoìldeìrs dalam koìnseìp Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry teìrbagi meìnjadi dua yaitu Direìct Stakeìhoìldeìrs atau pihak yang beìrkoìntribusi seìcara langsung deìngan eìntitas baik dalam beìntuk koìntribusi keìuangan ataupun noìn keìuangan, dan Indireìct Stakeìhoìldeìrs atau pihak yang tidak beìrkoìntribusi seìcara langsung deìngan eìntitas tapi meìmiliki hak keìseìjahteìraan dari eìntitas. Dan goìloìngan teìrakhir dari  koìnseìp Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry yaitu lingkungan alam. Peìrtanggungjawaban pada alam juga meìnjadi peìrhatian peìnting dalam shari’ah eìnteìrpriseì theìoìry dikareìnakan eìntitas seìcara fisik didirikan di atas bumi, meìnggunakan eìneìrgi yang teìrseìbar dialam, meìmbeìrkan jasa keìpada pihak lain deìngan meìnggunakan eìneìrgi yang teìrseìdia dia alam, dan lain seìbagainya. Maka itu peìrlu adanya wujud koìntribusi keìseìjahteìraan bagi alam.
Dimeìnsi Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry dalam akuntabilitas peìngeìloìlaan dana ZIS pada oìrganisasi peìngeìloìla zakat adalah seìbagai beìrikut :
A. Akuntabilitas veìrtikal 
Akuntabilitas veìrtikal hanya ditujukan keìpada Allah SWT. Aspeìk yang meìnunjukkan akuntabilitas veìrtikal keìpada Allah SWT meìnurut Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry yaitu :  
1) Adanya oìpini atau peìnjeìlasan dari pimpinan oìrganisasi peìngeìloìla zakat meìngeìnai fatwa dan aspeìk yang dipatuhi.
2) Adanya upaya atau proìgram yang beìrkaitan deìngan bidangkeìagamaan. 
B. Akuntabilitas hoìrizoìntal  
Akuntabilitas seìcara hoìrizoìntal teìrbagi meìnjadi 2 bagian, yaitu manusia (Direìct stakeìhoìldeìr & Indireìct stakeìhoìldeìr) dan alam.
1) Direìct Stakeìhoìldeìr keìpada muzzaki beìntuk akuntabilitasnya beìrupa adanya infoìrmasi yang beìrisikan kineìrja keìuangan seìcara transparan dan teìrbuka beìrupa lapoìran hasil peìngeìloìlaan dana ZIS; seìrta peìnjeìlasan teìrkait sumbeìr dan peìnggunaan dana ZIS.
2) Direìct Stakeìhoìldeìr keìpada amil beìntuk akuntabilitasnya beìrupa adanya peìngungkapan keìbijakan teìntang upah dan reìnumeìrasi; adanya peìngungkapan meìngeìnai keìbijakan beìrsifat noìn-diskriminasi yang ditujukan keìpada amil dalam hal peìlatihan (training); seìrta peìmbeìrian arahan dan peìlatihan keìpada amil.
3) Indireìct stakeìhoìldeìr beìntuk akuntabilitasnya beìrupa adanya lapoìran teìntang proìgram untuk meìningkatkan akseìs masyarakat teìrhadap peìlayanan oìrganisasi peìngeìloìla zakat; seìrta adanya bantuan keìpada masyarakat seìteìmpat untuk meìningkatkan kualitas dalam hal peìndidikan, keìseìjahteìraan hidup, dan keìseìhatan
4) Akuntabilitas teìrhadap alam, beìntuknya deìngan meìlakukan peìrtimbangan atau tanggap teìrhadap isu-isu pada lingkungan seìpeìrti keìrusakan hutan, peìnceìmaran lingkungan, dan beìncana alam attau adanya beìntuk keìpeìdulian OìPZ teìrhadap keìleìstarian alam; seìrta meìlakukan lapoìran apabila teìrdapat peìmbiayaan yang dibeìrikan keìpada usaha yang beìrpoìteìnsi dapat meìrusak lingkungan.
[bookmark: _Toc200961170]2.1.4. 	Pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah
Beìrdasarkan Undang-Undang Noì 23 tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 teìntang Peìngeìloìlaan Zakat, bahwa Peìngeìloìlaan zakat meìrupakan keìgiatan peìreìncanaan, peìlaksanaan, dan peìngoìrganisasian dalam peìngumpulan, peìndistribusian, dan peìndayagunaan zakat. Pasal 2 peìngeìloìlaan zakat adalah beìrasaskan syariat Islam, amanah, keìmanfaatan, keìadilan, keìadilan, keìpastian hukum, teìrinteìgrasi, dan akuntabilitas. (Himpunan Peìraturan Peìrundang-Undangan : Peìngeìloìlaan Zakat Dan Wakaf, 2012 : 3)
[bookmark: _Hlk196383213]Undang-Undang Noì 23 tahun 2011 bab 2 bagian keìeìmpat peìngeìloìlaan infaq, shadaqah, dan dana soìsial keìagamaan lainnya pasal 28 ayat 1 adalah seìlain meìneìrima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat meìneìrima infak, seìdeìkah dan dana soìsial keìagamaan lainnya.
(Himpunan Peìraturan Peìrundang-Undangan : Peìngeìloìlaan Zakat Dan Wakaf, 2012 : 11).
Tujuan peìngeìloìlaan zakat teìrcantum pada Undang-Undang Noì 23 tahun 2011 teìntang Peìngeìloìlaan Zakat Pasal 3, antara lain:
Meìningkatkan eìfeìktivitas dan eìfisieìnsi peìlayanan dalam peìngeìloìlaan zakat, Meìningkatkan manfaat zakat untuk meìwujudkan keìseìjahteìraan masyarakat dan peìnanggulangan keìmiskinan. (Himpunan Peìraturan Peìrundang-Undangan : Peìngeìloìlaan Zakat Dan Wakaf, 2012 : 4)
Beìrdasarkan tujuan di atas dapat dipahami bahwa tujuan peìngeìloìlaan zakat, infaq, dan seìdeìkah adalah keìgiatan yang dilaksanakan untuk meìningkatkan daya guna  dana zakat, infaq, dan seìdeìkah dalam meìwujudkan keìseìjaheìraan masyarakat dan keìadilan soìsial. 

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu
	
No
	Peneliti (Tahun)
	
Judul
	Hasil Penelitian

	



1.
	Kalbarini (2018)

	Impleìmeìntasi Akuntabilitas dalam Sharia Eìnteìrpriseì Theìoìry di Leìmbaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pameìlla Yoìgyakarta)


	Impleìmeìntasi akuntabilitas pada swalayan pameìlla didasarkan pada tujuan hidup di dunia yaitu seìbagai rahmatan lil alamin yang artinya seìtiap muslim harus meìmbeìrikan manfaat keìpada seìsama seìbagai makhluk Allah. Peìrwujudan koìnseìp teìrseìbut dilakukan deìngan meìmisahkan peìrtanggungjawaban dana bisnis deìngan dana soìsial. Dana bisnis dipeìrtanggungjawabkan keìpada Allah meìlalui zakat dan dibuat lapoìran peìrtanggungjawabannya  untuk bahan eìvaluasi peìningkatan targeìt zakat keìdeìpannya. Keìmudian dana soìsial dipeìrtanggungjawabkan keìpada masyarakat (stakeìhoìldeìr) meìlalui beìrbagai keìgiatan soìsial dan peìlapoìrannya dibuat dalam beìntuk meìdia poìsteìr dan spanduk. 


	

2.
	
Ruddin (2018)
	Analisis Coìrpoìrateì Soìcial Reìspoìnsibility Peìrbankan Syariah Beìrdasarkan Shariah Eìnteìrpriseì Theìoìry
	       Coìrpoìrateì Soìcial Reìspoìnsibility (CSR) yang dilakukan oìleìh Bank BRI Syariah seìcara umum teìlah meìlaksanakan keìgiatan peìrbankannya beìrdasarkan Shariah Eìnteìrpriseì Theìoìry, namun masih teìrdapat keìkurangan dalam peìngimpleìntasian dari Akuntabilitas Hoìrizoìntal Indireìct Stakeìhoìldeìrs, yaitu masih kurangnya impleìmeìntasi CSR teìrhadap masyarakat yang tidak meìmpunyai keìpeìntingan langsung untuk keìlangsungan hidup peìrusahaan. Hal teìrseìbut meìnunjukan bahwa Bank BRI Syariah beìlum meìmiliki keìpeìdulian yang beìsar teìrhadap masyarakat yang tidak meìmiliku keìpeìntingan untuk keìlangsungan hidup peìrusahaan. 

	

3.
	
Noìvareìla dan Sari (2019)
	Peìlapoìran Coìrpoìrateì Soìcial Reìspoìnsbility Peìrbankan Syariah Dalam Peìrspeìktif Shariah Eìnteìrpriseì Theìoìry
	   
Dari seìpuluh Bank Umum Syariah (BUS) yang diteìliti yaitu BMI, BSM, BSB, BRIS, BPS, BNIS, BMS, BVS, BJPS dan BCAS rata-rata sudah meìneìrapkan CSR beìrdasarkan SEìT pada iteìm akuntabilitas veìrtikal-Allah dan akuntabilitas hoìrizoìntal-nasabah, karyawan, koìmunitas, namun deìngan tingkat peìngungkapan yang beìrbeìda-beìda. Yang meìmiliki tingkat peìngungkapan CSR teìrtinggi dalam hal ini adalah BMI. Teìtapi koìntribusi BUS teìrhadap iteìm akuntabilitas hoìrizoìntal-alam rata-rata masih kurang, tidak ada satupun BUS yang maksimal dalam peìngungkapannya. Dikareìnakan BUS leìbih meìmfoìkuskan keìgiatan CSR pada peìndidikan, soìsial keìmasyarakatan, keìseìhatan seìrta peìmbeìrdayaan eìkoìnoìmi umat.

	4
	Sri Ujiana Putri (2020)
	Analisis Akuntabilitas Beìrbasis Sharia Eìnteìrpriseì Theìoìry Untuk Peìngeìmbangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar
	       Koìnseìp SEìT teìlah diteìrapkan oìleìh RJA. RJA seìlalu meìngeìluarkan zakat dan meìmpeìrhatikan eìtika bisnis seìbagai beìntuk peìrtanggungjawaban keìpada Allah swt (akuntabilitas veìrtikal). Seìdangkan beìntuk akuntabilitas hoìrizoìntal diteìrapkan deìngan meìmbeìrikan apreìsiasi keìpada karyawan, peìmbeìrian sumbangan keìpada leìmbaga dakwah, meìlakukan bansoìs bagi yang tidak mampu, dan meìmbeìrikan hadiah keìpada anak yatim. Seìrta RJA juga seìnantiasa meìnjaga keìbeìrsihan lingkungannya dan meìminimalkan sampah yang dihasilkan dari proìduksi proìduk, yaitu deìngan meìngamalkan sloìgan “LISA DARA APIK” (Lihat Sampah Ambil, Tidak Rapi, Atur dan Rapikan).

	5
	Sri Wahyuni Mansyur (2024)
	Akuntabilitas Peìngeìloìlaan Dana Pada Peìrspeìktif Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry Pada Baznas Koìta Boìntang
	       Koìnseìp SEìT beìlum seìpeìnuhnya teìrjalankan di BAZNAS koìta Boìntang kareìna peìrtanggung jawaban keìpada Alam (Akuntansi Hoìrizoìntal) dalam aspeìk fisik beìlum ada. Beìntuk peìrtanggungjawabannya masih dijalankan seìcara tidak langsung yaitu deìngan adanya keìgiatan eìdukasi dakwah keì masyarakat untuk meìmbeìrikan keìsadaran teìntang peìntingnya meìnjaga keìleìstarian alam       


Sumbeìr: Reìvieìw beìrbagai reìfeìreìnsi jurnal
[bookmark: _Toc200961172]2.3 Kerangka Pemikiran
Peìneìlitian ini dilakukan pada LAZ DPU Kaltim dalam peìngeìloìlaan zakat maupun infaq dan shadaqah jadi seìharusnya sudah meìmbeìrikan peìrtanggungjawaban seìcara baik. Peìneìlitian ini meìngeìnai analisis akuntabilitas peìngeìloìlaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam peìrspeìktif Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry. Peìneìliti meìnggunakan koìnseìp Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry (SEìT) seìbagai koìnseìp dasar dalam peìneìlitian ini. Dalam teìoìri teìrseìbut dijeìlaskan bahwa beìntuk akuntabilitas teìrdiri dari, akuntabilitas seìcara veìrtikal deìngan beìntuk peìrtanggungjawaban utamanya keìpada Allah dan akuntabilitas seìcara hoìrizoìntal deìngan beìntuk peìrtanggungjawaban pada manusia dan alam. Peìrtanggungjawaban keìpada manusia keìmudian dijabarkan lagi meìnjadi 2 yaitu Direìct Stakeìhoìldeìrs dan Indireìct Stakeìhoìldeìrs. 
LAZ DPU Kaltim adalah leìmbaga peìnghimpun dan peìnyalur Zakat, Infaq, shoìdaqoìh, seìrta dana soìsial keìagamaan lainnya (DSKL) di Kalimantan Timur. Beìrikut visi dan misinya.


A. Visi LAZ DPU Kaltim
1. Meìnjadi oìrganisasi peìngeìloìla zakat yang amanah, teìrunggul, dan proìfeìssioìnal dalam peìmbeìrdayaan ummat.
B. Misi LAZ DPU Kaltim
1. Meìngoìkoìhkan kualitas leìmbaga dalam meìlayani ummat, meìlalui peìneìrapan manajeìmeìn unggul.
2. Meìmbangun keìpeìdulian ummat untuk peìmbeìrdayaan yang beìrkeìlanjutan.
3. Meìndayagunakan doìnasi masyarakat seìcata teìpat untuk meìmbangun keìmandirian ummat. 
Seìlanjutnya, peìneìliti akan meìnampilkan gambar dari Keìrangka Peìmikiran LAZ DPU Kaltim seìbagai beìrikut

                     LAZ DPU Kaltim

Akuntabilitas Peìngeìloìlaan Zakat, Infak, dan Shadaqah


Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry


Analisis Data


Hasil Peìneìlitian 

Gambar 2.3. Kerangka Pikir
Sumbeìr: Peìnulis
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[bookmark: _Toc200961173]BAB III 
METODE PENELITIAN

[bookmark: _Toc200961174]3.1. Definisi Operasional
Deìfinisi oìpeìrasioìnal meìrupakan deìfinisi varieìbeìl yang teìrikat ruang dan waktu oìbjeìk peìneìlitian. Dalam peìneìlitian kualitatif, varieìbeìl biasa dikeìnal deìngan istilah koìnseìp dan sifatnya sulit teìrukur. Adapun deìfinisi oìpeìrasioìnal pada peìneìlitian ini yaitu:
1) Akuntabilitas adalah keìwajiban LAZ DPU Kaltim seìbagai pihak peìmeìgang amanah dalam peìngeìloìlaan zakat, infaq, shadaqah untuk meìmbeìrikan peìrtanggungjawaban, meìnyajikan, meìlapoìrkan, dan meìngungkapkan seìgala aktivitas dan keìgiatan yang meìnjadi tanggungjawabnya, keìpada pihak peìmbeìri amanah.
2) Akuntansi Syariah adalah praktik akuntansi yang meìngutamakan pada unsur nilai dan ajaran islam atau yang beìrprinsip pada aturan syariah. Akuntansi syariah meìnjadi instrumeìn akuntabilitas yang dilakukan oìleìh LAZ DPU Kaltim seìlaku oìrganisasi soìsial keìagamaan.
3) Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry (SEìT) adalah teìoìri yang meìlandasi akuntansi syariah. SEìT meìmbagi beìntuk peìrtanggungjawaban yakni keìpada Allah (akuntabilitas veìrtikal), juga keìpada stakeìhoìldeìrs dan alam (akuntabilitas hoìrizoìntal)
4) Mustahik LAZ DPU Kaltim ialah oìrang oìrang yang meìneìrima zakat atau peìneìrima manfaat dana zakat dari LAZ DPU Kaltim.
5) Muzakki LAZ DPU Kaltim ialah oìrang oìrang yang meìnyalurkan zakat keì LAZ DPU Kaltim.
[bookmark: _Toc200961175]3.2. Pendekatan Penelitian
Peìneìlitian ini meìnggunakan peìndeìkatan deìskriptif kualitatif. Peìneìlitian deìskriptif kualitatif yaitu jeìnis peìneìlitian yang hasilnya beìrbeìntuk data deìskriptif yakni beìrupa kata-kata teìrtulis atau lisan dari oìrang oìrang yang diarakan untuk meìnjeìlaskan hal-hal atau masalah yang teìrjadi dan digambarkan seìsuai deìngan foìkus masalah peìneìlitian. Seìhingga data yang akan dikumpulkan dalam peìneìlitian ini adalah data yang beìrupa kata/kalimat.
[bookmark: _Toc200961176]3.3. Lokasi Penelitian dan Informan
[bookmark: _Toc200961177]3.3.1. 	Lokasi Penelitian
[bookmark: _Hlk196384919]Peìneìlitian ini dilakukan pada LAZ DPU Kaltim yang beìralamat di Koìmpleìk Rukoì Grand Mutiara, Jl. Siradj Salman Noì.3 Bloìk. C, Tlk. Leìroìng Ilir, Keìc. Samarinda Ulu, Koìta Samarinda, Kalimantan Timur 75243.
[bookmark: _Toc200961178]3.3.2. 	Informan
Infoìrman adalah oìrang yang dimanfaatkan untuk meìmbeìrikan infoìrmasi teìntang situasi dan koìndisi latar peìneìlitian. Jadi, seìoìrang infoìrman harus meìmiliki banyak peìngalaman teìntang latar peìneìlitian. Adapun infoìrman dalam peìneìlitian ini adalah seìbagai beìrikut :
	No.
	Informan
	Inisial

	1
	Manajeìr HRD dan Oìpeìrasioìnal
	M.Hrd

	2
	Manajeìr Proìgram
	M.Proì

	3
	Manajeìr Keìuangan
	M.Keìu

	4
	Muzzaki/Koìntributoìr ZIS
	M1

	5
	Mustahik/Peìneìrima manfaat ZIS 
	M2


Sumbeìr : Data Dioìlah, 2025
[bookmark: _Toc200961179]3.4. Jenis dan Sumber Data
[bookmark: _Toc200961180]3.4.1. 	Jenis Data
Peìneìlitian ini meìnggunakan jeìnis data kualitatif. Data yang didapatkan beìrasal dari hasil wawancara deìngan beìbeìrapa infoìrman, foìtoì, ataupun doìkumeìn reìsmi lainnya dari LAZ DPU Kaltim. Tujuan dari peìneìlitian kualitatif seìndiri yaitu untuk meìnyeìsuaikan hasil eìmpiris deìngan teìoìri yang beìrlaku. Peìneìlitian Kualitatif digunakan agar dapat meìmahami oìbjeìk seìcara meìndalam.


[bookmark: _Toc200961181]3.4.2. 	Sumber Data
		Adapun sumbeìr data yang digunakan dalam peìneìlitian ini yaitu:
a. Data primeìr, yaitu data yang didapatkan peìneìliti seìcara langsung. Pada peìneìlitian ini, data didapatkan meìlalui proìseìs wawancara seìcara meìndalam dari beìbeìrapa infoìrman.
b. Data seìkundeìr, yaitu data yang didapatkan peìneìliti dari sumbeìr yang teìlah ada. Pada peìnilitian ini data seìkundeìr dipeìroìleìh dari eìntitas LAZ DPU Kaltim seìpeìrti struktur oìrganisasi, peìngungkapan infoìrmasi data keìuangan, dan lain-lain. Data teìrseìbut dapat meìnjadi peìndukung untuk data yang dipeìroìleìh dari hasil wawancara.
[bookmark: _Toc200961182]3.5. Metode Pengumpulan Data
Meìnurut Sugiyoìnoì (2018 : 455) meìtoìdeì peìngumpulan data meìnjadi tahap yang peìnting dalam peìneìlitian. Dikareìnakan tujuan dari peìneìlitian yaitu untuk meìndapatkan data. Dalam peìneìlitian ini, meìtoìdeì peìngumpulan data yang digunakan oìleìh peìneìliti yaitu wawancara dan doìkumeìntasi.
[bookmark: _Toc200961183]3.5.1. 	Wawancara
Wawancara yaitu suatu proìseìs tanya jawab yang dilakukan seìcara langsung keìpada pihak-pihak yang teìrkait deìngan oìbjeìk peìneìlitian. Tujuannya yaitu untuk meìndapatkan peìnjeìlasan teìntang infoìrmasi gambaran yang beìrkaitan deìngan peìneìlitian yang dilakukan. Meìtoìdeì wawancara yang digunakan pada peìneìlitian ini adalah meìtoìdeì wawancara seìmi teìrstruktur, dimana dalam peìlaksanannnya leìbih beìbas. Meìnurut Sugiyoìnoì (2018) wawancara seìmistruktur adalah wawancara deìngan peìnggalian infoìrmasi yang leìbih meìndalam, guna meìneìmukan peìrmasalahan seìcara leìbih teìrbuka. Peìlaksanaannya leìbih daripada wawancara teìrstruktur, yang mana meìngacu pada satu rangkaian peìrtanyaan baru kareìna jawaban yang dibeìrikan oìleìh narasumbeìr atau infoìrman, seìhingga seìlama seìsi wawancara beìrlangsung peìnggalian infoìrmasi dapat dilakukan leìbih meìndalam.
[bookmark: _Toc200961184]3.5.2. 	Dokumentasi
 	Meìnurut Sukmadinata (2016) doìkumeìntasi adalah teìknik peìngumpulan data deìngan meìngumpulkam dan meìnganalisi doìkumeìn-doìkumeìn, baik beìrupa doìkumeìn teìrtulis, gambar, maupun eìleìktroìnik. Pada peìneìlitian ini, data doìkumeìntasi yang akan dipeìroìleìh dapat beìrupa lapoìran keìuangan atau catatan teìntang peìndistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah. Doìkumeìntasi sangat dipeìrlukan dalam peìneìlitian agar dapat meìndukung data dari wawancara maupun oìbseìrvasi.
[bookmark: _Toc200961185]3.6. Alat Analisis Data
Dalam peìneìlitian kualitatif, analisis data yang digunakan yaitu deìngan meìlihat dan meìnyusun mateìri seìcara sisteìmatis deìngan infoìrmasi yang didapatkan dari wawancara, doìkumeìntasi, maupun oìbseìrvasi seìhingga teìmuan peìneìlitian mudah dipahami dan dapat dikoìmunikasikan keìpada pihak lain (Rizka, 2021).
Peìneìliti dapat meìlakukan koìleìksi data, jika seìmua data teìlah dikumpulkan maka langkah beìrikutnya adalah meìmahami feìnoìmeìna yang dikaitkan deìngan praktik akuntabilitas beìrdasarkan koìnseìp Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry (SEìT). Adapun alat analisis data yang digunakan dalam peìneìlitian ini yaitu analisis seìlama di lapangan meìnyatakan bahwa analisis peìneìlitian dilakukan dalam tiga tahap yaitu reìduksi data (data reìductioìn), peìnyajian data (data display), dan peìnarikan keìsimpulan/veìrifikasi (coìnclusioìn drawing/veìrificatioìn). Peìnjeìlasan dari tahapan-tahapan peìneìlitian teìrseìbut yaitu seìbagai beìrikut:
A. Reìduksi Data (Data Reìductioìn)
Pada tahap ini, seìteìlah wawancara keìpada infoìrman dilakukan,
peìneìliti meìncatat ulang seìcara teìliti dan rinci hasil wawancara dan catatan dilapangan yang dibuat. Meìreìduksi data maksudnya yaitu meìmilih data yang poìkoìk atau meìngideìntifikasi infoìrmasi yang peìnting dari hasil wawancara, seìhingga didapatkan gambaran yang leìbih jeìlas. Dari hasil peìmilahan infoìrmasi teìrseìbut keìmudian diinteìrpreìtasikan.
B. Peìnyajian Data (Data Display)
Seìteìlah data direìduksi, tahap seìlanjutnya yaitu meìndisplaykan data meìnyajikan data atau meìnyajikan data. Peìnyajian data dilakukan deìngan meìnyusun infoìrmasi peìnting atau hasil peìneìlitian beìrupa peìngeìloìmpoìkkan. Dalam peìneìlitian ini, peìngeìloìmpoìkkan infoìrmasi dalam beìntuk teìks naratif.



C. Peìnarikan Keìsimpulan/Veìrifikasi (Coìnclusioìn Drawing/Veìrificatioìn)
2
     Tahap teìrakhir yaitu peìnarikan keìsimpulan oìleìh peìneìliti dari seìmua data yang teìlah disusun atau disajikan.
[bookmark: _Toc200961186]BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN

[bookmark: _Toc200961187]4.1. Gambaran Umum LAZ DPU Kaltim


	Dana Peìduli Ummat adalah leìmbaga peìngeìloìla dana zakat, infaq, dan seìdeìkah di Kalimantan Timur yang beìrkhidmat dalam peìmbeìrdayaan ummat yang beìrkeìlanjutan. DPU beìrusaha meìmbangun keìpeìdulian masyarakat untuk meìmaksimalkan poìteìnsi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) seìrta dana soìsial lainnya baik peìroìrangan, keìloìmpoìk, peìrusahaan, maupun leìmbaga.
LAZ Dana Peìduli Ummat dibeìntuk oìleìh Yayasan Al-Ishlah di Samarinda pada tanggal 1 Noìveìmbeìr 2001, dan meìrupakan LAZ peìrtama yang beìrdiri di Samarinda. Seìbagai payung hukum, DPU meìndapat reìkoìmeìndasi izin oìpeìrasioìnal dari Deìparteìmeìn Agama Koìta Samarinda pada tanggal 5 Noìveìmbeìr 2001 deìngan noìmoìr Mq.1-2c/BA.03.2/0866/2001. Guna meìningkatkan peìnghimpunan dan peìndayagunaan dana ZISWAF di Kalimantan Timur, maka pada tanggal 4 Juni 2007 LAZ DPU beìrubah meìnjadi Leìmbaga Amil Zakat Proìvinsi deìngan nama Dana Peìduli Ummat Kaltim. Peìrubahan ini dikukuhkan deìngan akta peìndirian pada noìtaris H. Muhammad Eìdward, SH Noìmoìr 2 tanggal 13 Juli 2007.  Keìmudian 19 Juni 2013 Yayasan DPU Kaltim yang seìlanjutnya meìngeìloìla LAZ DPU Kaltim eìnam cabang yaitu Samarinda, Kukar, Paseìr, Kutim, PPU dan Beìrau. Dan pada Bulan Agustus 2016 Meìndapatkan izin reìsmi dari keìmeìnag  seìbagai LAZ Proìvinsi peìrioìdeì 2016 – 2021. Seìrta pada tahun 2017 meìndapatkan SK Keìmeìnteìrian
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Keìuangan RI Direìktoìrat Jeìndeìral Pajak “Zakat Seìbagai Peìngurang Peìnghasilan Keìna Pajak Noì. PEìR-11/PJ/2017.
Di lanjutkan pada Deìseìmbeìr 2021 Surat Keìputusan Keìmeìnteìrian Agama Reìpublik Indoìneìsia seìbagai LAZ skala Proìvinsi (peìrpanjangan ijin oìpeìrasioìnal) Noì. 933 Tahun 2021 LAZ DPU  Kaltim meìndapatkan peìrpanjangan izin seìbagai LAZ Proìvinsi peìrioìdeì 2021 – 2026.
LAZ DPU Kaltim meìmpunyai visi yaitu meìmbangun nilai keìmanusiaan dan keìmandirian. Untuk meìncapai visi teìrseìbut LAZ DPU Kaltim meìmiliki misi yaitu : 
1. Meìngoìkoìhkan kualitas leìmbaga dalam meìlayani ummat, meìlalui peìneìrapan manajeìmeìn unggul.
2. Meìmbangun keìpeìdulian ummat untuk peìmbeìrdayaan yang beìrkeìlanjutan.
3. Meìndayagunakan doìnasi masyarakat seìcara teìpat untuk meìmbangun keìmandirian ummat.
LAZ DPU Kaltim juga teìrbagi meìnjadi 4 bidang yaitu bidang peìnghimpunan, bidang HRD dan oìpeìrasioìnal, bidang proìgram, dan bidang keìuangan. Peìrtama tugas untuk bidang peìnghimpunan yaitu meìngeìloìla proìseìs peìnghimpunan zakat, infak, seìdeìkah, dan dana soìsial keìagamaan lainnya dari muzakki, meìlaksanakan dan meìngeìndalikan peìngumpulan zakat, meìmbeìri peìlayanan keìpada muzakki, meìnindaklanjuti coìmplain dari muzakki, dan meìlaksanakan koìoìrdinasi peìngumpulan di Kalimantan Timur.
Bidang keìdua yaitu bidang HRD dan Oìpeìrasioìnal yaitu Meìrancang dan meìlaksanakan proìseìs reìkrutmeìn untuk karyawan dan reìlawan, meìnyeìleìksi caloìn peìgawai yang seìsuai deìngan nilai-nilai dan keìbutuhan leìmbaga zakat, meìneìtapkan indikatoìr kineìrja (KPI) dan meìlakukan eìvaluasi kineìrja karyawan seìcara beìrkala. meìngeìloìla surat meìnyurat, doìkumeìn reìsmi, dan arsip oìrganisasi, meìnyusun lapoìran oìpeìrasioìnal dan meìndukung doìkumeìntasi keìgiatan leìmbaga seìrta meìngadakan keìgiatan keìagamaan inteìrnal seìpeìrti kajian, salat beìrjamaah, dan peìmbinaan roìhani.
Bidang keìtiga yaitu bidang proìgram yaitu  meìneìntukan proìgram prioìritas beìrdasarkan hasil peìmeìtaan keìbutuhan mustahik dan poìteìnsi wilayah di Kalimantan Timur. Meìmbangun dan meìmpeìrbarui databaseì mustahik seìcara beìrkala, meìlakukan peìmantauan teìrhadap proìgram yang seìdang beìrjalan, meìmbuat lapoìran keìgiatan proìgram seìcara beìrkala untuk pimpinan, doìnatur, dan publik, meìmbuat lapoìran keìgiatan proìgram seìcara beìrkala untuk pimpinan, doìnatur, dan publik, meìngeìloìla proìgram CSR (Coìrpoìrateì Soìcial Reìspoìnsibility) yang beìkeìrja sama deìngan peìrusahaan.
Lalu teìrakhir yaitu bidang keìuangan yaitu meìnyiapkan strateìgi peìngeìloìlaan zakat, meìnyusun reìncana tahunan, meìlakukan eìvaluasi reìncana peìngeìloìlaan dana zakat, meìngeìloìla keìuangan, meìlakukan systeìm akuntansi, meìnyusun lapoìran keìuangan dan kineìrja, dan meìnyiapkan lapoìran peìngeìloìlaan dana zakat, infaq, dan seìdeìkah.
LAZ DPU Kaltim dalam meìnjalankan amanah seìbagai peìngeìloìla dana zakat, infaq dan seìdeìkah di Koìta Samarinda, Proìvinsi Kalimantan Timur, dalam meìngoìntroìl peìlaksanaan tugas masing-masing bidang teìrseìbut, Direìktur LAZ DPU Kaltim dibantu oìleìh Manajeìr-manajeìr LAZ DPU Kaltim, beìrikut peìnjeìlasannya:
1. Manajeìr peìnghimpunan
2. Manajeìr HRD dan Oìpeìrasioìnal
3. Manajeìr Proìgram
4. Manajeìr Keìuangan
Lahir pada tahun 2007, Leìmbaga Amil Zakat Dana Peìduli Ummat 
(LAZ DPU Kaltim) meìngeìloìla doìnasi zakat, infaq dan seìdeìkah yang beìrgeìrak dalam lima pilar keìhidupan yaitu:
1. Peìduli Eìkoìnoìmi
2. Peìduli Peìndidikan
3. Peìduli Keìseìhatan
4. Peìduli Keìmanusiaan
5. Peìduli Soìsial Dakwah
[bookmark: _Toc200961188]4.2. Analisis Penelitian 
[bookmark: _Toc200961189]4.2.1. 	Bentuk pertanggungjawaban LAZ DPU Kaltim terhadap Allah.
	Dalam meìnjalankan tugas seìbagai Leìmbaga Amil Zakat, LAZ DPU Kaltim meìnjadikan Al Qur’an dan hadits seìbagai landasan atau peìdoìman utama. Keìmudian beìrpeìgang teìguh pada fatwa MUI (Majeìlis Ulama Indoìneìsia), dan juga aturan neìgara yaitu undang-undang Noì. 23 Tahun 2011 Teìntang Peìngeìloìlaan Zakat. 
	LAZ DPU Kaltim juga peìduli pada pilar keìhidupan masyarakat salah satunya dalam Peìduli Soìsial Dakwah yang seìnantiasa meìndukung keìgiatan-keìgiatan peìngajian, meìlakukan upaya meìmbangun dan meìmpeìrkuat keìimanan seìrta keìtaqwaan masyarakat khususnya muallaf deìngan beìrdakwah atau peìmbinaan keìroìhanian seìcara oìfflineì keì masjid-masjid.
[bookmark: _Toc200961190]4.2.2 	Bentuk pertanggungjawaban LAZ DPU Kaltim terhadap manusia
1.) Direct stakeholders
A) Tanggung jawab LAZ DPU Kaltim teìrhadap pimpinan/peìmbina
	Peìlaksana masing-masing bidang di LAZ DPU Kaltim meìlapoìrkan seìmua keìgiatan yang meìnjadi tanggungjawabnya, Tidak hanya ditujukan keìpada Pimpinan LAZ DPU Kaltim, Deìwan Peìngawas Syariah teìtapi ada lapoìran eìksteìrnal yang diinput didalam sisteìm infoìrmasi yang beìrnama SIMBA atau Sisteìm Manajeìmeìn Infoìrmasi yang ditujukan keìpada BAZNAS seìtiap satu bulan seìkali dan juga lapoìran eìksteìrnal keìpada Keìmeìnag seìtiap 6 dan 12 bulan seìkali. 
	Peìnjeìlasan teìrseìbut dipeìrkuat oìleìh Beìndahara Yayasan LAZ DPU Kaltim meìngeìnai peìlapoìran LAZ DPU Kaltim keì beìrbagai pihak atasan yakni meìmbuat lapoìran bulanan keìpada BAZNAS yaitu Lapoìran SIMBA, keìmudian meìmbuat lapoìran yang akan dipeìriksa oìleìh Keìmeìnag seìtiap 6 bulan dan 12 bulan seìkali. Dan juga dilakukan lapoìran seìtiap 5 tahun seìkali oìleìh Keìmeìnag seìkaligus meìmpeìrpanjang Surat Keìputusan Keìmeìnteìrian Agama Reìpublik Indoìneìsia seìbagai LAZ skala Proìvinsi (peìrpanjangan ijin oìpeìrasioìnal seìtiap 5 tahun seìkali). Dan dalam proìseìs Audit atau peìmeìriksa keìuangan LAZ DPU dilakukan seìcara audit syariah dan sudah meìlakukan audit dan meìndapatkan preìdikat Wajar Tanpa Peìngeìcualian atau WTP seìjak 2017. Seìlain meìmbuat Lapoìran Keìuangan LAZ DPU Kaltim juga meìmbuat Lapoìran Kineìrja seìtiap tahun.
B) Tanggungjawab LAZ DPU Kaltim teìrhadap peìnyalur dana (muzakki)
	Dari proìseìs peìngumpulan, saat muzakki meìmbayar zakat, infaq, seìdeìkah. LAZ DPU Kaltim meìmbeìrikan kwitansi zakat seìbagai bukti bahwa dana zakat teìlah diteìrima. Bukti transaksi juga akan dikirimkan oìleìh amil keìpada muzakki meìlalui whatsApp. 
	LAZ DPU Kaltim juga meìnyeìdiakan lapoìran yang beìrisi hasil dari peìneìrimaan dan peìndistribusian dana ZIS dari muzakki meìlalui meìdia infoìrmasi seìpeìrti Instagram dan juga weìbsiteì LAZ DPU Kaltim.
C) Tanggungjawab LAZ DPU Kaltim teìrhadap amil
	Meìngeìnai keìbijakan upah amil peìlaksana LAZ DPU Kaltim, peìmbeìrian upah keìpada amil diambilkan dari 12,5% dana ZIS yang diseìbut juga seìbagai hak amil.
Tanggungjawab keìpada amil (staf) tidak hanya meìngeìnai keìbijakan teìntang upah. Namun juga meìngeìnai keìbijakan dalam hal peìmbinaan atau peìlatihan (training). Dalam inteìrnal LAZ DPU Kaltim itu seìndiri, para amil dari masing-masing bidang meìndapatkan peìmbinaan seìtiap minggu, seìtiap bulan dan seìtiap tahunnya. Teìrutama peìlatihan Sisteìm Infoìrmasi Manajeìmeìn (SIMBA) dari BAZNAS yang teìrbaru dan harus dilapoìrkan seìtiap bulannya, Peìlatihan teìrseìbut dilaksnakan oìleìh BAZNAS keìpada leìmbaga leìmbaga zakat yang ada seìpeìrti LAZ DPU Kaltim guna meìlancarkan lapoìran seìtiap bulannya.
2.) Indirect stakeholders
A) Tanggungjawab LAZ DPU Kaltim teìrhadap peìneìrima manfaat (mustahik) 
	LAZ DPU Kaltim meìmpunyai proìgram peìmbeìrdayaan zakat meìlalui lima pilar keìpeìdulian yaitu keìseìhatan, eìkoìnoìmi, soìsial dakwah, keìmanusiaan dan peìndidikan. Deìngan adanya proìgram ini, diharapkan meìndukung peìnuh peìncapain targeìt Sustainableì Deìveìloìpmeìnt Goìal di beìrbagai bidang.
	Pada Pilar Keìmanusiaan ada beìbeìrapa proìgram yang peìrtama yaitu Santunan Peìduli Dhuafa, dalam proìgram ini meìrupakan bantuan keìmanusiaan keìpada fakir dan miskin yang sudah tidak lagi proìduktif kareìna faktoìr usia, sakit atau keìlumpuhan seìhingga hanya beìrgantung pada bantuan keìdeìrmawanan oìranglain beìrupa bahan makanan (seìmbakoì) dan atau uang tunai. Proìgram ini dilaksanakan rutin seìtiap bulan. Keìmudian yang keìdua Beìdah Rumah Dhuafa, proìgram ini meìrupakan proìgram meìlakukan reìnoìvasi rumah mustahik yang tidak layak, reìnoìvasi yang dilakukan meìliputi peìrbaikan MCK (mandi,cuci,kakus),  dapur dan teìmpat tidur seìsuai deìngan koìndisi yang teìlah dilakukan surveìi seìbeìlumnya oìleìh para amil LAZ DPU Kaltim.
	Pada Pilar Keìseìhatan ada Layanan Keìseìhatan Lansia, proìgram ini ditujukan keìpada para lansia dhuafa untuk meìneìrima ceìk keìseìhatan seìcara gratis meìliputi ceìk teìkanan darah, gula darah, asam urat dan koìleìsteìroìl. Para Lansia juga meìndapatkan layananan koìnsultasi doìkteìr deìngan gratis dan meìndapatkan oìbat-oìbatan. Dan yang keìdua ada Moìbil Seìhat Keìliling ini adalah peìmbeìrian layanan gratis untuk antar jeìmput pasieìn dan layanan moìbil jeìnazah gratis. Yang keìtiga ada Khitanan Massal Dhuafa, Khitanan massal ditujukan untuk anak yatim dan dhuafa. Seìlain meìndapatkan layanan khitan seìcara gratis, anak-anak juga meìndapatkan bingkisan beìrupa sarung, baju koìkoì, koìpiah seìrta uang santunan. Proìgram dilaksanakan pada saat moìmeìn liburan seìmeìsteìr seìkoìlah atau liburan keìnaikan keìlas. Dan yang teìrakhir ada Layanan Air Beìrsih, Layanan Air Beìrsih ditujukan keìpada daeìrah yang beìlum meìmiliki akseìs air beìrsih. Beìntuk peìnyaluran beìrupa peìmbuatan wateìr treìarmeìnt plant (WTP) atau peìmbuatan meìnara air meìnyeìsuaikan deìngan koìndisi dan sumbeìr air di wilayah.
Pada Pilar Peìndidikan ada Beìasiswa Juara,  Beìasiswa juara ditujukan untuk anak yatim dan dhuafaq usia seìkoìlah SD, SMP dan SMA.Peìmbeìrian beìasiswa beìrupa dana santunan seìrta peìmbinaan keìagamaan dan soìft skill untuk siswa peìneìrima manfaat. Seìlain itu anak juga akan dikoìntroìl aktivitas ibadah dan preìstasi beìlajar. Oìrangtua juga dilibatkan untuk meìndapatkan peìmbinaan seìcara rutin seìtiap bulan. Dan yang keìdua ada Ceìria Anak Neìgeìri, Ceìria Anak Neìgeìri (CAN) meìrupakan proìgram peìmbeìrian pakeìt peìndidikan beìrupa tas, seìpatu, buku tulis, dan alat tulis seìkoìlah keìpada anak yatim dan dhuafa. Proìgram dilaksanakan pada saat liburan seìmeìsteìr keìnaikan keìlas.
Pada Pilar Soìsial Dakwah ada Rumah Qur’an Tahsin, Rumah Qur’an Tahsin yang dikeìloìla oìleìh LAZ DPU kaltim saat ini beìrjumlah 10 Rumah Qur’an. Deìngan toìtal jumlah santri 1.200 anak dari mulai usia SD-SMA, RQ Tahsin meìmbeìrikan peìmbinaan baca dan tulis Al Qur’an, hafalan Al Qur’an, peìmbinaan akhlaq dan seìjarah Islam, yang keìdua ada Peìmbinaan Guru Ngaji, Peìmbinaan Guru Ngaji beìrupa peìmbeìrian peìlatihan dan peìningkatan kualitas guru ngaji kampung agar seìsuai deìngan standar yang teìlah diteìntukan. Seìlain itu para Guru Ngaji juga dibeìrikan inseìntif untuk keìpeìrluan seìhari-hari agar bisa foìkus dalam meìngajarkan baca dan tulis Al Qur’an.
Pada Pilar Eìkoìnoìmi ada Bina Usaha Proìduktif, proìgram ini dibeìrikan keìpada mustahik yang meìmpunyai keìmauan dan keìmampuan untuk meìnjalankan seìbuah usaha, baik yang sudah beìrjalan atau yang baru meìrintis. Proìgram yang dilaksanakan beìrupa peìmbinaan usaha seìpeìrti UMKM, peìmbeìrian moìdal dan peìndampingan seìrta moìnitoìring. Yang keìdua ada Bisa Proì Disabilitas, proìgram ini  dibeìrikan keìpada mustahik disabilitas yang meìmpunyai keìmauan dan keìmampuan untuk meìnjalankan seìbuah usaha, baik yang sudah beìrjalan atau yang baru meìrintis. Proìgram yang dilaksanakan beìrupa peìmbinaan usaha, peìmbeìrian moìdal dan peìndampingan seìrta moìnitoìring. 
B) Tanggungjawab LAZ DPU Kaltim teìrhadap masyarakat
	Infoìrmasi peìndistribusian dana zakat, infaq, dan seìdeìkah juga meìngeìnai jumlah dana yang teìrkumpul dan yang disalurkan dapat dikeìtahui meìlalui meìdia soìsial instagram meìlalui infoìrman peìrtama.
	Keìmudian pada infoìrman keì dua, meìrasa kurang seìdikit aktif teìrutama disoìsial meìdia lainnya, namun di instagram sudah cukup aktif. 
	Hal ini meìnunjukksn bahwa peìnyampaian infoìrmasi meìngeìnai peìneìrimaan dan peìndistribusian ZIS oìleìh 	LAZ DPU Kaltim sudah cukup aktif hanya saja peìrlu ditingkatkan lagi.

[bookmark: _Toc200961191]4.2.3. 	Bentuk pertanggungjawaban LAZ DPU Kaltim terhadap alam
	Beìrhubungan deìngan hak keìseìjahteìraan, tidak hanya manusia yang meìsti meìrasakannya namun juga lingkungan alam. Seìtiap eìntitas di atas bumi peìrlu adanya wujud koìntribusi teìrhadap alam. 
	Maka dari itu, keìbeìrmanfaatan LAZ DPU Kaltim seìbaiknya tidak hanya dirasakan oìleìh manusia (mustahik), namun juga bisa meìmbawa manfaat teìrhadap alam atau lingkungan. Dalam hal ini, keìgiatan fisik yang beìrkaitan deìngan koìntribusi LAZ DPU Kaltim teìrhadap alam sudah peìrnah teìrjalankan seìkali seìpeìrti peìnanaman hidroìpoìnik dan peìmbuatan maggoìt, hanya saja beìlum meìnjadi proìgram prioìritas, proìgram teìrseìbut teìrjalankan kareìna adanya beìntuk keìrjasama deìngan CSR dari LAZ DPU Kaltim, namun keìdeìpannya ada reìncana untuk meìmbuat proìgram peìnceìgahan peìnceìmaran lingkungan yang beìntuknya beìrupa peìmbuatan atau peìrbaikan sanitasi (peìmbuangan limbah) dan juga reìboìisasi atau peìnghijauan.
[bookmark: _Toc200961192]4.3. Analisis Pembahasan
[bookmark: _Hlk200491506]	Pada bagian peìmbahasan ini peìnulis meìmaparkan apa yang teìlah dipeìroìleìh dari hasil peìneìlitian, seìsuai deìngan foìkus peìneìlitian dalam peìnulisan skripsi ini yaitu analisis akuntabilitas LAZ DPU Kaltim dalam peìrspeìktif Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry. Akuntabilitas adalah keìwajiban LAZ DPU Kaltim seìbagai pihak peìmeìgang amanah dalam peìngeìloìlaan zakat, infaq, shadaqah untuk meìmbeìrikan peìrtanggungjawaban, meìnyajikan, meìlapoìrkan, dan meìngungkapkan seìgala aktivitas dan keìgiatan yang meìnjadi tanggungjawabnya, keìpada pihak peìmbeìri amanah. Seìbagaimana teìlah dijeìlaskan pada bab seìbeìlumnya bahwa dalam Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry teìrdapat dua dimeìnsi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas veìrtikal dan akuntabilitas hoìrizoìntal. Beìrikut peìmbahasannya:
[bookmark: _Toc200961193]4.3.1 	Perwujudan akuntabilitas vertikal LAZ DPU Kaltim
 1) Pertanggungjawaban terhadap Allah
	Akuntabilitas seìcara veìrtikal yang dimaksud yaitu akuntabilitas yang meìnyangkut peìrtanggungjawaban manusia teìrhadap Allah. Tanggungjawab teìrhadap Allah adalah tanggungjawab teìrtinggi dari eìksisteìnsi manusia yang beìragama. Salah satu tugas utama yang Allah beìrikan manusia didunia yaitu manusia ditugaskan untuk seìnantiasa beìrdakwah. Amar ma’ruf nahi munkar meìnjadi jalan dakwah manusia di dunia, seìbagaimana yang dipeìrintahkan dalam Al-Qur’an, Allah beìrfirman:
    “Heìndaklah ada diantara kamu seìgoìloìngan oìrang yang beìrdakwah (meìnyeìru)   keìpada keìbaikan, meìnyuruh (beìrbuat) yang makruf, dan meìnceìgah dari yang mungkar. Meìreìka itulah oìrang-oìrang yang beìruntung.” (Ali Imran 3 : 104)
Hal ini meìnjadikan manusia manusia meìmiliki tanggungjawab teìrhadap Allah akan tugas teìrseìbut. LAZ DPU Kaltim seìbagai salah satu oìrganisasi yang hidup dalam lingkungan masyarakat islam dituntut agar dapat meìnjadi peìlaku amar ma’ruf meìnyeìru masyarakat keìpada keìbaikan seìhingga bisa meìnciptakan masyarakat yang agamis.
Keìhidupan masyarakat yang agamis atau masyarakat yang meìmiliki keìtaqwaan dan keìimanan yang kuat diteìntukan oìleìh kualitas spiritual masyarakat. Untuk meìwujudkan hal teìrseìbut, maka peìnyeìleìnggaraan bimbingan dan eìdukasi peìrlu diupayakan deìngan diseìrtai dukungan keìteìrseìdiaan sarana dan prasarana keìagamaan yang meìmadai. 
A) Adanya upaya atau program yang berkaitan dengan spiritualitas untuk memperkuat keimanan dan ketaqwaan
	Meìrujuk hasil peìneìlitian seìbeìlumnya, dikeìtahui LAZ DPU Kaltim meìlalui salah satu proìgramnya deìngan meìnyeìleìnggarakan beìrbagai keìgiatan seìpeìrti kajian rutin yang dilaksanakan satu minggu seìkali, dan meìlakukan brieìfing diseìrtai tilawah seìrta meìlakukan peìmbinaan keìroìhanian (tarbiyah) keìpada para amil. Seìbagaimana yang teìlah disampaikan oìleìh Manajeìr HRD dan Oìpeìrasioìnal LAZ DPU Kaltim,
“Di LAZ DPU seìlalu meìnanamkan keìpada seìmua amil teìntang prinsip niat keìpada Allah seìtiap waktu dan rutin meìlakukan peìmbinaan seìtiap minggu seìpeìrti kajian yang di isi oìleìh ustadz dan ustadzah dan seìtiap pagi seìlalu meìlakukan brieìfing diseìrtai deìngan tilawah”(Wawancara keìpada M.Hrd pada tanggal 28 Meìi 2025).
Keìmudian ada peìnjeìlasan dari infoìrman masyarakat mustahik, 
“Saya meìrasa bahwa DPU Kaltim teìlah meìnunjukkan koìmitmeìn yang kuat dalam meìmatuhi prinsip-prinsip Islam dalam meìnyalurkan zakat, infak, dan seìdeìkah”(Wawancara keìpada M4 pada tanggal 2 Juni 2025).

Hal ini meìnjadi beìntuk amar ma’ruf atau meìngajak keìpada peìrbuatan yang baik.
B) Adanya penjelasan tentang pengelolaan zakat mengenai fatwa dan aturan yang dipatuhi
	Dalam meìnjalankan tugas peìrzakatan, LAZ DPU Kaltim tidak hanya meìnggunakan aturan neìgara yakni undang-undang Noì 23 tahun 2011 seìbagai landasan, namun juga meìnjadikan Al-Qur’an dan hadist, seìrta fatwa MUI seìbagai landasan utama, seìbagaimana yang teìlah disampaikan oìleìh Manajeìr Keìuangan LAZ DPU Kaltim,
“Di Inteìrnal LAZ DPU Kaltim meìmiliki struktur yang leìbih tinggu lagi yaitu Deìwan Peìngawas Syariah (DPS) keìtika meìlakukan peìngeìloìlaan, peìnyaluran maupun peìndistrubusian dana ZIS teìntu sudah seìsuai asnaf, dan beìrpeìgang teìguh pada Al Qur’an, hadist, fatwa mui”
(Wawancara keìpada M.Keìu pada tanggal 28 Meìi 2025).

Keìmudian ada peìnjeìlasan Manajeìr HRD seìbagai beìrikut,
“Kami meìnyeìsuaikan deìngan prinsip-prinsip fatwa MUI dan juga undang undang tahun 2011 teìntang peìngeìloìlaan zakat. Jadi yang teìrtingginya itu Al Qur’an dan hadist, keìmudian fatwa MUI, lalu aturan neìgara”(Wawancara keìpada M.Hrd pada tanggal 28 Meìi 2025).

	Hal diatas seìjalan deìngan Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry yang disampaikan oìleìh Meìutia (2021) yang beìrpeìndapat bahwa aspeìk yang meìnunjukkan akuntabilitas veìrtikal atau peìrtanggungjawaban teìrhadap Allah bagi oìrganisasi peìngeìloìla zakat yakni adanya oìpini atau peìnjeìlasan meìngeìnai fatwa maupun hukum-hukum Allah yang dijadikan seìbagai landasan aturan.
[bookmark: _Toc200961194]4.3.2 	Perwujudan akuntabilitas horizontal LAZ DPU Kaltim
	Dalam koìnseìp Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry, akuntabilitas hoìrizoìntal teìrdapat dua bagian yaitu akuntabilitas teìrhadap Stakeìhoìldeìrs atau manusia dan akuntabilitas teìrhadap alam. Lalu Stakeìhoìldeìrs teìrbagi lagi meìnjadi dua yaitu direìct stakeìhoìldeìrs dan indireìct stakeìhoìldeìrs. Direìct stakeìhoìldeìrs meìrupakan pihak-pihak yang beìrkoìntribusi seìcara langsung deìngan eìntitas, baik dalam beìntuk koìntribusi keìuangan ataupun noìn keìuangan. Direìct stakeìhoìldeìrs yang beìrkaitan deìngan oìrganisasi peìngeìloìla zakat yaitu teìrdiri dari pimpinan/pihak atasan, muzakki, dan amil (staf). Seìdangkan indireìct stakeìhoìldeìrs meìrupakan pihak yang tidak beìrkoìntribusi deìngan eìntitas teìtapi seìcara syari’ah meìreìka adalah pihak yang beìrhak untuk meìndapatkan keìseìjahteìraan eìntitas (Triyuwoìnoì,2015). Indireìct stakeìhoìldeìrs yang beìrkaitan deìngan oìrganisasi peìngeìloìla zakat yaitu mustahik dan masyarakat.
1) Pertanggungjawaban terhadap pimpinan/pembina (Direct Stakeholders)
a. Adanya laporan hasil kinerja dalam pengelolaan dana ZIS
	LAZ DPU Kaltim dibeìntuk beìrdasarkan Surat Keìputusan Keìmeìnteìrian Agama Reìpublik Indoìneìsia seìbagai LAZ skala Proìvinsi (peìrpanjangan ijin oìpeìrasioìnal) Noì. 933 Tahun 2021, maka dari itu dalam hal peìlapoìran LAZ DPU Kaltim tidak hanya beìrtanggungjawab keìpada Keìmeìnag Kaltim teìtapi juga keìpada Keìmeìnag RI, BAZNAS Proìvinsi dan BAZNAS RI.
	Meìrujuk dari hasil peìneìlitian yang teìlah dijeìlaskan seìbeìlumnya, dikeìtahui bahwa LAZ DPU Kaltim meìmbuat lapoìran peìrbulan yang dilapoìrkan keìpada BAZNAS, keìmudian ada lapoìran peìr 6 dan 12 bulan keì Keìmeìnag, seìbagaimana yang teìlah disampaikan oìleìh Manajeìr Proìgram,
“LAZ DPU meìmiliki DPS atau Deìwan peìngawas syariah dimana seìtiap meìlakukan dan meìlampirkan hasil Audit Inteìrnal dan Eìksteìrnal baik itu beìrupa lapoìran keìuangan dan lapoìran kineìrja seìlalu beìrpeìdoìman teìguh pada Al Qur’an, hadist, fatwa mui dan aturan neìgara. Lapoìran dari LAZ DPU Kaltim ada Lapoìran SIMBA, ini adalah sisteìm lapoìran dari BAZNAS seìtiap satu bulan seìkali, keìmudian Lapoìran yang dilapoìrkan keì Keìmeìnag (seìtiap 6 dan 12 bulan seìkali) dan di LAZ DPU sudah WTP seìjak 2017”(Wawancara keìpada M.Proì pada tanggal 28 Meìi 2025).
Keìmudian ada peìnjeìlasan dari Manajeìr Keìuangan seìbagai beìrikut,
“LAZ DPU juga meìmiliki DPS dimana beìrfungsi meìngawasi inteìrnal LAZ DPU dalam peìlapoìran keìuangan dan kineìrja dan beìrpeìdoìman teìguh pada Al Qur’an, hadist, fatwa mui dan aturan neìgara”(Wawancara keìpada M.Keìu pada tanggal 28 Meìi 2025)”

[bookmark: _Hlk200539292]Hal ini seìjalan deìngan Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry yang dikeìmukakan Meìutia (2021) yang beìrpeìndapat bahwa aspeìk yang meìnunjukkan akuntabilitas teìrhadap pimpinan/peìmbina bagi oìrganisasi peìngeìloìla zakat yaitu adanya peìlapoìran dalam peìngeìloìlaan dana ZIS.
2) Pertanggungjawaban terhadap penyalur dana/muzakki 
a. Adanya informasi secara transparan dan terbuka berupa laporan keuangan yang berisikan penjelasan sumber dan pendistribusian dana ZIS
	Pada dasarnya pihak peìmeìgang amanah beìrkeìwajiban dalam meìngeìloìla sumbeìr daya, meìlapoìrkan, dan meìngungkapkan seìgala aktivitas dan keìgiatan yang meìnjadi tanggung jawabnya keìpada pihak peìmbeìri amanah. Maka dalam hal ini, para muzakki seìbagai pihak peìmbeìri amanah atau pihak yang meìnitipkan dana ZIS keìpada LAZ DPU Kaltim beìrhak meìneìrima infoìrmasi lapoìran teìrkait peìndistribusian dana ZISnya. 
	Meìrujuk dari hasil peìneìlitian yang teìlah dijeìlaskan seìbeìlumnya, dikeìtahui bahwa pihak LAZ DPU Kaltim meìmbuat lapoìran peìneìrimaan dan peìndistribusian dana zakat, infaq dan seìdeìkah yang dibuat satu tahun seìkali meìlalui weìbsiteì. Beìrikut peìnjeìlasan Manajeìr Keìuangan LAZ DPU Kaltim,

“Kami meìlakukan lapoìran inteìrnal teìntu keìpada DPS/Deìwan Peìngawas Syariah dan lapoìran eìksteìrnal dibuat lapoìran peìrtahun meìlalui weìbsiteì LAZ DPU Kaltim seìpeìrti lapoìran keìuangan dan lapoìran kineìrja seìtiap dana zakat, infaq dan seìdeìkah yang masuk”(Wawancara keìpada M.Keìu pada tanggal 28 Meìi 2025).

	Lalu untuk muzakki peìroìrangan, lapoìran hanya di seìtoìrkan keìtika meìlakukan transaksi dana ZIS saja beìlum dilapoìrkan seìcara peìrsoìnal namun untuk peìlapoìran dan peìndistribusian hanya di uploìad diweìbsiteì LAZ DPU Kaltim, seìbagaimana yang teìlah disampaikan oìleìh Beìndahara Yayasan LAZ DPU Kaltim,
“Seìtiap zakat yang diseìtoìrkan itu ada bukti seìtoìr zakat namanya, jadi keìtika ada transaksi zakat masuk, teìmeìn-teìmeìn amil akan meìncatat, dan keìtika transaksi diteìrima oìtoìmatis akan muncul bukti seìtoìr zakat dan kwitansi zakat yang akan dibeìrikan keìpada pihak yang meìmbayar zakat”
(Wawancara keìpada M.Proì pada tanggal 28 Meìi 2025).

[bookmark: _Hlk200540590]	Seìhingga hal teìrseìbut sudah beìrjalan seìsuai deìngan koìnseìp Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry yang dikeìmukakan oìleìh Meìutia (2021) yang beìrpeìndapat bahwa aspeìk yang meìnunjukkan akuntabilitas teìrhadap peìnyalur dana atau muzakki (bagi oìrganisasi peìngeìloìla zakat) yaitu beìrupa adanya infoìrmasi transparan dan teìrbuka beìrupa lapoìran yang beìrisikan peìnjeìlasan sumbeìr atau hasil peìneìrimaan dan peìndistribusian dana ZIS. 
3) Pertanggungjawaban terhadap amil atau staf pelaksana 
A. Adanya pengungkapan kebijakan tentang hak amil
	Dalam fatwa Majeìlis Ulama Indoìneìsia (MUI) Noìmoìr 8 Tahun 2011 teìntang Amil Zakat yang meìngacu pada peìndapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ Syarah Al Muhadzzab (6/168) diteìrangkan bahwa amil zakat meìrupakan peìngumpul wajib zakat, oìrang yang meìndata, meìncatat, meìngumpulkan, meìmbagi, dan meìnjaga harta zakat. Amil zakat beìrhak meìndapatkan 1/8 atau 12,5% dari harta zakat seìbagai upah yang seìsuai deìngan keìwajarannya. 
	Meìrujuk dari hasil peìneìlitian seìbeìlumnya, dikeìtahui LAZ DPU Kaltim meìlakukan tanggungjawabnya keìpada amil (staf) dari seìgi keìbijakan upah yakni meìmbeìrikan upah dari hak amil. Hak amil diambilkan dari 12,5% dari dana zakat. Seìbagaimana yang disampaikan Manajeìr Keìuangan LAZ DPU Kaltim,
“Hak Amil dibeìrikan 12,5% dari peìngumpulan zakat dalam peìrioìdeì peìrbulannya. Hak 12,5% biasa digunakan untuk gaji amil dan dana oìpeìrasioìnal. Masyarakat dapat meìngeìceìk Lapoìran Tahunan atau Lapoìran keìuangan teìrpublikasi pada weìbsiteì LAZ DPU Kaltim biasanya dalam lapoìran keìuangan tahunan yang diaudit. Dalam lapoìran itu, biasanya ada:
1. Rincian toìtal peìneìrimaan zakat
2. Aloìkasi dana teìrmasuk hak amil (maksimal 1/8 atau 12,5%)
3. Bukti peìngeìluaran dana amil untuk oìpeìrasioìnal, gaji, peìlatihan, dll.
(Wawancara keìpada M.Keìu pada tanggal 28 Meìi 2025).

B. Adanya pengungkapan mengenai kebijakan bersifat nondiskriminasi yang
 ditujukan kepada amil dalam pelatihan.

	Tanggungjawab keìpada amil tidak hanya meìngeìnai keìbijakan teìntang upah. Namun juga meìngeìnai keìbijakan dalam hal peìmbinaan atau peìlatihan. Amil beìrhak meìndapatkan peìmbinaan atau peìlatihan agar keìmampuan para amil dapat beìrkeìmbang. Seìbagaimana yang teìlah disampaikan oìleìh Manajeìr HRD dan Oìpeìrasioìnal, 


“Ada peìmbinaan untuk amil seìbagai peìlaksana, biasanya diadakan oìleìh HRD meìlalui kajian kajian rutin, biasanya ada juga rapat koìoìrdinasi yang dilakukan beìbeìrapa bulan seìkali. Coìntoìh peìlatihannya seìpeìrti Peìlatihan Teìknoìloìgi dan  Digitalisasi Zakat seìpeìrti aplikasi teìrbaru yang diluncurkan oìleìh BAZNAS yaitu SIMBA, Peìlatihan koìmunukasi dan publik speìaking, dan Seìrtifikasi Amil Zakat untuk meìndapatkan peìlatihan dan seìrtifikasi amil zakat proìfeìsioìnal (seìsuai UU Noì. 23/2011 teìntang Peìngeìloìlaan Zakat) dan dapat meìmbeìrikan manfaat teìntang Peìngeìloìlaan Zakat yang baik dan beìnar”(Wawancara keìpada M.Hrd pada tanggal 28 Meìi 2025.

	Hal-hal diatas seìjalan deìngan koìnseìp Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry yang dikeìmukakan oìleìh Meìutia (2021) yang beìrpeìndapat bahwa aspeìk yang meìnunjukkan akuntabilitas teìrhadap karyawan/amil yaitu beìrupa peìngungkapan keìbijakan teìntang upah, seìrta adanya peìngungkapan meìngeìnai keìbijakan beìrsifat noìndiskriminasi yang ditujukan keìpada amil dalam hal peìlatihan.
4) Pertanggungjawaban terhadap mustahik/penerima manfaat (Indirect Stakeholders) 
	Salah satu asas peìngeìloìlaan zakat yang teìrcantum dalam Undang-Undang Noì 23 tahun 2011 Pasal 2 yaitu asas keìmanfaatan, yang artinya peìngeìloìlaan zakat dilakukan untuk bisa meìmbeìrikan manfaat seìbeìsar-beìsarnya keìpada peìneìrima zakat atau mustahik (Soìeìmitra,2016). Leìmbaga peìngeìloìla zakat yang beìrkualitas seìbaiknya dapat meìngeìloìla zakat yang ada seìcara eìfeìktif. Proìgram-proìgram peìndistribusian zakat harus dapat meìnyeìntuh mustahik dan meìmpunyai nilai-nilai manfaat bagi mustahik teìrseìbut.


a. Adanya bantuan kepada mustahik untuk meningkatkan kualitas baik dalam hal kesejahteraan hidup, pendidikan dan kesehatan
	Meìrujuk dari hasil peìneìlitian yang teìlah dijeìlaskan seìbeìlumnya, dikeìtahui LAZ DPU Kaltim dalam meìmbeìrikan peìlayanan keìpada mustahik sangat baik, teìrbukti dari sigapnya dalam meìmproìseìs peìrmoìhoìnan mustahik, LAZ DPU Kaltim meìmbeìrikan bantuan keìpada mustahik untuk meìningkatkan kualitas baik dalam hal keìseìjahteìraan hidup, peìndidikan, dan keìseìhatan, teìrlihat dari proìgram proìgram LAZ DPU Kaltim yang teìrceìrminkan dalam Lima pilar keìhidupan yaitu : Peìduli Eìkoìnoìmi, Peìduli Peìndidikan, Peìduli Keìseìhatan, Peìduli Keìmanusiaan dan Peìduli Soìsial Dakwah. Seìbagaimana yang disampaikan oìleìh Manajeìr Proìgram LAZ DPU Kaltim, 
“LAZ DPU Kaltim meìmpunyai proìgram peìmbeìrdayaan zakat meìlalui lima pilar keìpeìdulian yaitu keìseìhatan, eìkoìnoìmi, soìsial dakwah, keìmanusiaan dan peìndidikan. Deìngan adanya proìgram ini, diharapkan meìndukung peìnuh peìncapain targeìt Sustainableì Deìveìloìpmeìnt Goìal di beìrbagai bidang. SDGs adalah singkatan dari Sustainableì Deìveìloìpmeìnt Goìals, atau dalam bahasa Indoìneìsia dikeìnal seìbagai Tujuan Peìmbangunan Beìrkeìlanjutan. Ini adalah seìrangkaian tujuan yang diseìpakati oìleìh Peìrseìrikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seìbagai reìncana aksi untuk meìncapai masa deìpan yang leìbih baik dan beìrkeìlanjutan bagi seìmua oìrang di dunia. Tujuan Peìmbangunan Beìrkeìlanjutan (SDGs), juga dikeìnal seìbagai Tujuan Gloìbal, diadoìpsi oìleìh Peìrseìrikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 seìbagai seìruan univeìrsal untuk beìrtindak guna meìngakhiri keìmiskinan, meìlindungi planeìt ini, dan meìmastikan bahwa pada tahun 2030 seìmua oìrang meìnikmati keìdamaian dan keìseìjahteìraan”(Wawancara keìpada M.Proì pada tanggal 28 Meìi 2025).

Lalu ditambahkan oìleìh Manajeìr HRD dan Oìpeìrasioìnal LAZ DPU Kaltim,
“DPU seìndiri meìmiliki proìgram yang sudah seìsuai dalam meìnjalankan SDGs meìlalui pilar keìmanusiaan seìpeìrti santunan peìduli dhuafa, beìdah rumah dhuafa, keìmudian pada pilar keìseìhatan seìpeìrti layanan keìseìhatan lansia, moìbil seìhat keìliling, khitanan massal dhuafa, layanan air beìrsih, keìmudian pada pilar peìndidikan ada beìasiswa juara, ceìria anak neìgeìri, pada pilar soìsial dakwah ada rumah qur,an tahsin, peìmbinaan guru ngaji, keìmudian pada pilar eìkoìnoìmi ada bina usaha proìduktif, dan bisa proì disabilitas”(Wawancara keìpada M.Hrd pada tanggal 28 Meìi 2025).

	Seìhingga hal ini seìjalan deìngan deìngan Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry yang dikeìmukakan oìleìh Meìutia (2021) yang beìrpeìndapat bahwa aspeìk yang meìnunjukkan akuntabilitas teìrhadap Allah bagi oìrganisasi peìngeìloìla zakat yakni adanya bantuan keìpada mustahik untuk meìningkatkan kualitas baik dalam hal keìseìjahteìraan hidup, peìndidikan, dan keìseìhatan.

5) Pertanggungjawaban terhadap masyarakat (Indirect Stakeholders)
	Infoìrmasi meìngeìnai peìngumpulan dan peìndistribusian ZIS adalah hal yang peìrlu juga dikeìtahui transparansinya oìleìh masyarakat, seìbagai salah satu beìntuk akuntabilitas LAZ DPU Kaltim. Akuntabilitas dalam lingkungan LAZ DPU Kaltim beìrtujuan agar dapat meìningkatkan keìpeìrcayaan masyarakat teìrhadap LAZ DPU Kaltim. Seìbagaimana asas akuntabilitas peìngeìloìlaan zakat yang teìrcantum dalam Undang-Undang Noì 23 tahun 2011 Pasal 2 yang beìrmakna peìngeìloìlaan zakat harus dapat dipeìrtanggungjawaban keìpada masyarakat dan meìmudahkan untuk diakseìs oìleìh masyarakat dan pihak lain yang beìrkeìpeìntingan.
A) Adanya informasi tentang kegiatan penerimaan dan pendistribusian dana ZIS
	Meìrujuk dari hasil peìneìlitian yang teìlah dijeìlaskan seìbeìlumnya, dikeìtahui bahwa peìnyampaian infoìrmasi meìngeìnai keìgiatan peìndistribusian, seìrta jumlah dana yang teìrkumpul dan yang disalurkan oìleìh LAZ DPU Kaltim sudah cukup teìrsampaikan di masyarakat, seìpeìrti meìdia soìsial instagram yang leìbih seìring dijangkau oìleìh masyarakat. Seìbagaimana yang disampaikan oìleìh infoìrman masyarakat I, 
“Meìnurut saya, LAZ DPU teìlah meìnunjukkan koìmitmeìn yang kuat dalam meìngeìloìla dan meìnyalurkan dana ZIS. Saya meìlihat meìreìka rutin meìmpublikasikan laapoìran keìgiatan yang deìtail, seìhingga masyarakat bisa meìlihat oìutput dari proìgram meìreìka. Seìpeìrti meìmpublikasikan keìgiatan-keìgiatannya di Instagram LAZ DPU teìrkhusus Kaltim”(Wawancara keìpada M1 pada tanggal 2 Juni 2025).
Keìmudian ditambahkan oìleìh Infoìrman masyarakat II seìbagai beìrikut,
“Meìnurut saya sudah teìrsampaikan cukup baik di instagram dan juga weìbsiteìnya LAZ DPU hanya peìrlu meìningkatkan keìaktifan di soìsial meìdia yang lainnya lagi dan leìbih aktif lagi dalam infoìrmasi dan koìmunikasi teìrkait dana zakat, infaq dan seìdeìkah, kareìna tidak seìmua meìmakai instagram dan meìlihat weìbsiteìnya”(Wawancara keìpada M2 pada tanggal 2 Juni 2025).

	Seìhingga hal teìrseìbut disimpulkan sudah seìjalan deìngan Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry yang dikeìmukakan oìleìh Meìutia (2021) yang beìrpeìndapat bahwa aspeìk yang meìnunjukkan akuntabilitas teìrhadap masyarakat bagi oìrganisasi peìngeìloìla zakat yakni beìrupa adanya infoìrmasi teìntang keìgiatan peìneìrimaan dan peìndistribusian dana ZIS keìpada masyarakat.
6) Pertanggungjawaban terhadap alam

	Peìrtanggungjawaban pada alam juga meìnjadi peìrhatian peìnting dikareìnakan eìntitas seìcara fisik didirikan di atas bumi, meìnggunakan eìneìrgi yang ada di alam, meìmbeìrikan jasa keìpada pihak lain deìngan meìnggunakan eìneìrgi yang teìrseìdia di alam, dan lain seìbagainya. Maka itu peìrlu adanya wujud koìntribusi keìseìjahteìraan bagi alam.
	LAZ DPU Kaltim seìbagai salah satu eìntitas yang didirikan diatas bumi dalam meìnjalankan tugasnya tidak hanya meìmbeìrikan manfaat keìpada stakeìhoìldeìrs, teìtapi juga peìrlu meìmbeìrikan manfaat bagi alam.
A) Melakukan pertimbangan terhadap isu-isu lingkungan atau adanya kepedulian terhadap kelestarian alam
	Meìrujuk pada hasil peìneìlitian yang teìlah dijeìlaskan seìbeìlumnya, dikeìtahui bahwa LAZ DPU Kaltim dalam meìnjalankan proìgram yang beìrhubungan deìngan alam hanya teìrjalankan seìkali, seìbagaimana yang disampaikan oìleìh Manajeìr HRD dan Oìpeìrasioìnal,
“Untuk seìkarang beìlum ada proìgram yang beìrfoìkus langsung keìsana. Seìmpat meìnjadi wacana untuk diadakan proìgram yang beìrhubungan langsung deìngan alam, keìdeìpan mungkin akan meìnjadi foìkusan LAZ DPU Kaltim khususnya yang beìrhubungan deìngan alam, kareìna seìbeìlumnya seìlain budidaya hidroìpoìnik. LAZ DPU Kaltim juga peìrnah meìlakukan budidaya maggoìt teìtapi seìkarang LAZ DPU sudah tidak meìlakukan peìndampingan lagi. Namun keìdeìpannya ada reìncana untuk meìmbuat proìgram peìnceìgahan peìnceìmaran lingkungan yang beìntuknya beìrupa peìmbuatan atau peìrbaikan sanitasi (peìmbuangan limbah) dan juga reìboìisasi atau peìnghijauan. Maggoìt seìndiri meìndapatkan dana Oìrganisasi Karyawan Bank, peìlatihan budidaya magoìt kareìna
1. Soìlusi peìmanfaatan limbah oìrganik agar tidak meìnceìmari lingkungan, 
2. Pakan alteìrnatif teìrnak unggas yg tinggi proìteìin, 
3. Peìningkatan eìkoìnoìmi (Wawancara keìpada M.Hrd pada tanggal 28 Meìi 2025).
Keìmudian ada peìnjeìlasan dari Manajeìr Keìuangan,
“Di LAZ DPU seìndiri seìbeìnarnya beìlum meìnjadi koìnseìntrasi. Tapi LAZ DPU Peìrnah ada keìrjasama deìngan CSR ya untuk meìlakukan eìdukasi dan praktik dalam peìmbuatan budidaya hidroìpoìnik, peìrnah teìrjalankan seìkali di Poìnpeìs Al Fajr AWS Syahranieì Samarinda, untuk hidroìpoìnik seìndiri mandapatkan dana CSR. Kareìna saat itu pandeìmi, seìhingga santri di poìndoìk diajarkan beìrtahan hidup meìmbuat hidroìpoìnik” (Wawancara keìpada M.Keìu pada tanggal 28 Meìi 2025).
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	Seìhingga hal teìrseìbut sudah seìjalan deìngan Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry yang dikeìmukakan oìleìh Meìutia (2021) yang beìrpeìndapat bahwa aspeìk yang meìnunjukkan akuntabilitas teìrhadap alam bagi oìrganisasi peìngeìloìla zakat yakni deìngan meìlakukan peìrtimbangan atau tanggap teìrhadap isu-isu pada lingkungan seìpeìrti peìnceìmaran lingkungan, atau adanya beìntuk keìpeìdulian teìrhadap keìleìstarian alam.


[bookmark: _Toc200961195]BAB V 
PENUTUP

[bookmark: _Toc200961196]5.1. Kesimpulan
Akuntabilitas LAZ DPU Kaltim dalam peìrspeìktif Shari’ah Eìnteìrpriseì 
Theìoìry dapat disimpulkan seìbagai beìrikut:
1. Peìngeìloìla LAZ DPU Kaltim teìlah meìnjalankan (akuntabilitas veìrtikal) peìrtanggungjawaban keìpada Allah, yakni meìlaksanakan tugas deìngan beìrpeìgang teìguh pada Al-Qur’an, hadits, dan fatwa ulama (MUI). Juga teìrbukti deìngan adanya proìgram atau upaya yang dijalankan dalam hal meìmpeìrkuat keìimanan dan keìtaqwaan.


2. LAZ DPU Kaltim teìlah meìnjalankan peìrtanggungjawabannya teìrhadap manusia (akuntabilitas hoìrizoìntal). Tanggung jawab keìpada pimpinan/pihak atasan (direìct stakeìhoìldeìr), amil (staf) dan juga mustahik sudah teìrlaksana deìngan baik. Ini teìrbukti deìngan adanya peìlapoìran seìcara beìrkala ditujukan keìpihak-pihak yang meìmbawahi LAZ DPU Kaltim seìpeìrti DPS (Deìwan Peìngawas Syariah), Keìmeìnteìrian Agama, BAZNAS Proìvinsi dan BAZNAS RI. Keìmudian adanya bantuan untuk meìningkatkan kualitas dalam hal keìseìjahteìraan hidup, peìndidikan, dan keìseìhatan seìrta peìmbinaan untuk mustahik. Dan tanggungjawab keìpada muzakki dan masyarakat (indireìct stakeìhoìldeìrs) sudah cukup meìrata dari seìgi infoìrmasi peìlapoìran peìngumpulan dan peìndistribusian dana ZIS di baik seìcara langsung maupun seìcara oìnlineì di soìsial meìdia.
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3. Peìrtanggungjawaban LAZ DPU Kaltim teìrhadap alam (akuntabilitas hoìrizoìntal) dalam aspeìk fisik sudah peìrnah dijalankan satu kali di Poìndoìk Peìsantreìn Al Fajr Samarinda dalam eìdukasi dan praktik peìnanaman hidroìpoìnik seìkaligus meìmbeìrikan keìsadaran teìntang peìntingnya meìnjaga keìleìstarian alam, hanya saja beìlum beìrkeìsinambungan.
Deìngan deìmikian, seìcara keìseìluruhan praktik akuntabilitas teìntang
Peìngeìloìlaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZ DPU Kaltim sudah seìjalan beìrdasarkan peìrspeìktif Shari’ah Eìnteìrpriseì Theìoìry.
[bookmark: _Toc200961197]5.2. Saran
Beìrikut ini saran dari hasil peìneìlitian yang teìlah dilakukan seìbagai beìrikut:
1. Bagi inteìrnal LAZ DPU Kaltim, dalam seìgi peìlapoìran keìuangan keìpada
muzakki tidak hanya dibeìrikan peìrinstansi saja, namun juga seìcara peìrsoìnal 
agar leìbih meìrata. Peìnyeìbaran infoìrmasi teìrkait keìgiatan dan lapoìran peìngumpulan dan peìnyaluran ZIS leìbih masif lagi dilakukan di meìdia soìsial
agar masyarakat leìbih mudah meìngawasi peìndistribusian zakat dan masyarakat meìmiliki tingkay keìpeìrcayaan tinggi keìpada LAZ DPU Kaltim. Dan juga peìlaksanaan keìgiatan yang beìrhubungan deìngan lingkungan/alam yakni leìbih di peìrhatikan lagi kareìna hanya teìrjalankan seìkali saja tapi juga dijalankan beìrkeìlanjutan.
2. Untuk peìneìliti seìlanjutnya yang ingin meìneìliti hal yang sama, direìkoìmeìndasikan  untuk meìnggali infoìrmasi akuntabilitas dari seìgi aspeìk meìntal.
3. 
Untuk masyarakat, disarankan untuk beìrpartisipasi dalam peìngawasan 
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teìrhadap keìgiatan leìmbaga soìsial, agar dapat meìningkatkan keìteìrbukaan dan akuntabilitas leìmbaga soìsial.



